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KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,

PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

NOMOR 92 /KEP-BKIPM /2016
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,

PENGENDALIAN MUTU. DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas
dan menjamin pelayanan publik yang prima kepada
setiap orang, terkait dengan tugas serta fungsi Badan
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan
Hasil Perikanan, perlu adanya standar pelayanan
publik yang konkrit, mudah diukur, dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan  Kepala  Badan Karantina  Ikan,
Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
tentang Standar Pelayanan Publik Badan Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3482);

2. Undang-Undang . . .



10.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang

Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4197);

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;

. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1137);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN . ..



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Badan Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan
ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan
landasan, pedoman, dan tuntunan dalam memberikan
pelayanan publik, baik yang bersifat internal ataupun
eksternal kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi
yang diamanatkan kepada setiap pegawai dan unit kerja
di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,
dan Keamanan Hasil Perikanan.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
sebagaimana dimaksud diktum KESATU, harus
dilaksanakan dan disebarluaskan oleh seluruh pegawai
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan.

KEEMPAT :  Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2016

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,

ttd.
Salirntan sesuai dengan aslinya
/.- Kepala-Bagian Hukum,
/i;/ Kerja Sama,dan Humas RINA




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 92/KEP-BKIPM /2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pelayanan publik yang diberikan instansi Pemerintah kepada
masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai
abdi masyarakat. Sebagaimana diketahui, tujuan reformasi birokrasi
adalah perbaikan kualitas pelayanan publik, namun dirasakan
penyelenggaraan pelayanan pada saat ini masih dihadapkan pada
kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang
diinginkan serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip
good and clean governance. Kondisi ini perlu disikapi secara bijak
melalui langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan secara
berkesinambungan guna menciptakan pelayanan yang optimal
sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.

Selain itu, reformasi birokrasi yang telah dicanangkan dan
diimplementasikan mengharuskan setiap satuan kerja untuk lebih
transparan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pemberi
layanan harus dapat memberikan informasi-informasi yang terkait
pelayanan yang diberikan, meliputi dasar hukum pelayanan, jenis-jenis
pelayanan, mekanisme dan prosedur pelayanan, biaya layanan,
kompetensi petugas pemberi layanan serta yang terpenting adalah
jaminan atau komitmen pemberi layanan bahwa pelayanan yang
diberikan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan (BKIPM) sebagai salah satu unit kerja di Kementerian
Kelautan dan Perikanan yang juga memberikan pelayanan publik,
senantiasa dituntut berperan serta dalam perbaikan kualitas pelayanan
sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jenis pelayanan publik yang
diberikan oleh BKIPM adalah pelayanan jasa karantina ikan dalam
rangka pencegahan masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan
karantina dan pengujian mutu hasil perikanan dalam rangka
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Kegiatan pelayanan
ini diselenggarakan oleh satuan kerja pusat dan unit pelaksanan teknis
di lingkup BKIPM.

Sebagai wujud komitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan
kinerja pelayanan di bidang perkarantinaan ikan dan pengujian mutu
hasil perikanan, BKIPM memandang perlu untuk menyusun,



1.2,

1.3.

menetapkan, mereview dan mengimplementasikan suatu Standar
Pelayanan Publik Karantina Ikan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan,
yang merupakan satu “tools” penting untuk membenahi proses kinerja
internal. Diharapkan dengan ditetapkannya standar pelayanan ini,
kegiatan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat
lebih fokus, terukur, efektif, efisien, berkualitas, memuaskan dan
transparan serta akuntabel dalam rangka mendukung visi dan misi
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan, penyempurnaan, penetapan dan implementasi Standar
Pelayanan KIPM dimaksudkan :

a. Sebagai tolok ukur kinerja pelayanan karantina ikan dan
pengujian mutu hasil perikanan yang diselenggarakan oleh satuan
kerja pusat dan unit pelaksana teknis KIPM;

b. Merupakan ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan
karantina ikan dan pengujian mutu hasil perikanan yang
diselenggarakan oleh satuan kerja pusat dan unit pelaksana teknis
KIPM.

Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa di setiap satuan

kerja pelayanan karantina ikan dan pengujian mutu hasil perikanan

terpenuhi kondisi minimal yang dibutuhkan untuk menjamin
terselenggaranya proses pelayanan yang memadai.

SASARAN
Sasaran Standar Pelayanan KIPM adalah :

a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak,
tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan

BKIPM;
b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik BKIPM
yang layak, sesuai dengan asas-asas umum

kepemerintahan/kelembagaan yang baik, dan sesuai pula dengan
peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan
hak/kewajiban dan memberikan kepastian hukum bagi
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.



1.4.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan KIPM ini
mengacu pada komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan
proses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi:

1.Persyaratan;

2.Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;

3.Jangka Waktu Pelayanan;

4.Biaya/tarif;

S5.Produk Pelayanan; dan

6.Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.

Bagian ini menjadi fokus perhatian dalam penyusunan dikarenakan
pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan
dengan pengguna pelayanan. Komponen Standar Pelayanan pada
bagian ini wajib dipublikasikan.

Jenis pelayanan BKIPM sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Pelayanan
Jasa Publik yang meliputi Pelayanan Jasa Tindakan karantina dan
Pelayanan Administrasi Penerbitan Sertifikasi dan/atau rekomendasi di
bidang karantina ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan, serta
penyediaan barang yang terdiri dari :

Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Ekspor;

Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ekspor;

Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Keluar;

Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Impor;

Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Masuk;

Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) Milik

Perorangan atau Badan Hukum;

7. Penjaminan Penerapan Cara Karantina lkan yang Baik (CKIB) di
Instalasi Karantina Ikan Milik Perorangan atau Badan Hukum;

8. Penjaminan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berbasis HACCP

ok

(Hazard Analysis Critical Control Points);

9. Pengurusan [jin Ekspor (Approval Number/Nomor registrasi)
Produk Perikanan ke Negara Mitra;

10. Penyelenggaraan Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian
Mutu dan Keamanan Pangan;

11. Penyediaan Jasa Pengujian Hama Penyakit Ikan Karantina Ikan
dan Mutu Hasil Perikanan;

12. Penyediaan bahan uji kontrol positif (pembanding).



1.5. PENGERTIAN UMUM

Dalam Standar Pelayanan KIPM ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

11.

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian
kualitas pelayanan publik sebagai kewajiban dan janji
penyelenggara pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas,
cepat, mudah, terjangkau, dan terukur kepada masyarakat;
Standar Pelayanan Karantina lkan dan Mutu Hasil Perikanan
(KIPM) adalah tolok ukur kinerja pelayanan karantina ikan dan
pengujian mutu hasil perikanan yang diselenggarakan oleh satuan
kerja pusat dan unit pelaksana teknis KIPM;

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan publik;

Satuan Kerja Pusat adalah Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan dan Pusat Karantina Ikan;

Unit Pelaksana Teknis KIPM adalah unit pelaksana teknis yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan.

Sertifikat Kesehatan lkan dan Produk Perikanan (Health Certificate
for Fish and Fish Products) adalah dokumen untuk pengeluaran
media pembawa dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia,
yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di
dalamnya tidak tertular dari HPIK dan/atau HPI yang disyaratkan.
Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik adalah
dokumen untuk pengeluaran media pembawa dari suatu area ke
area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang
menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya
tidak tertular HPIK.

Sertifikat Pelepasan adalah dokumen yang menyatakan bahwa
media pembawa yang tercantum didalamnya tidak tertular HPIK
sehingga dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik
Indonesia atau ke suatu area di dalam wilayah Negara Republik
Indonesia.

Sertifikat Instalasi Karantina Ikan adalah Sertifikat yang diterbitkan
oleh Kepala BKIPM/ Kepala Puskari/ Kepala UPT yang menyatakan
instalasi karantina telah memenuhi persyaratan untuk melakukan
tindakan karantina ikan.

Sertifikat CKIB (SCKIB) adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh
Kepala BKIPM/ Kepala Puskari/ Kepala UPT BKIPM yang
menyatakan bahwa IKI yang tercantum di dalamnya telah konsisten
menerapkan CKIB.

Sertifikat HACCP adalah Sertifikat yang diberikan kepada UPI yang
telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu HACCP yang terdiri dari



12.

13.

14.

Sertifikat Penerapan HACCP dan Sertifikat Penerapan Persyaratan
Dasar HACCP.

Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana
adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di
dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan
tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik;

Masyarakat pengguna adalah seluruh pihak, baik warga negara
maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok,
maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima
manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak
langsung;

Dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar penyelenggaraan pelayanan publik;



BAB II
STANDAR PELAYANAN
2.1. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar
Pelayanan, terdapat 2 (dua) bagian Komponen Standar Pelayanan, yakni :

a) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery), yang meliputi:
1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
3. Jangka Waktu Pelayanan;
4. Biaya/tarif;
S. Produk Pelayanan; dan
6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
b) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing), yakni:
1. Dasar Hukum;
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas;
Kompetensi Pelaksana;
Pengawasan Internal,
Jumlah Pelaksana;
Jaminan Pelayanan;
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana
Penyusunan Standar Pelayanan difokuskan pada komponen Standar

Nooosrwb

Pelayanan yang terkait dengan penyampaian pelayanan (service delivery).
Berdasarkan Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan, disebutkan bahwa bagian ini menjadi fokus
penyusunan dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara
pelayanan berhubungan secara langsung dengan pengguna pelayanan,
serta pada bagian ini yang wajib dipublikasikan.

2.1.1. PERSYARATAN
Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus
dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan
teknis maupun administratif. Persyaratan pelayanan merupakan suatu
tuntutan yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan pelayanan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



2.1.2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR
Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan,
yang mengandung tahapan kegiatan yang harus dilakukan atau dilalui
dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan.

Sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang digunakan oleh Badan
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
adalah sistem manajemen mutu ISO 9001: 2015.

Mekanisme pelayanan mengacu pada Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang telah ditetapkan di masing — masing unit pelayanan dengan
memperhatikan pedoman penyusunan standar operasional prosedur.

2.1.3. JANGKA WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu pelayanan adalah waktu maksimal yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
Kemudian, waktu-waktu yang diperlukan dalam setiap proses pelayanan
(dari tahap awal sampai akhir) dijumlahkan untuk mengetahui
keseluruhan waktu yang dibutuhkan. Salah satu pertimbangan dalam
penentuan jangka waktu pelayanan di lingkup BKIPM adalah dengan
memperhatikan kemampuan internal diantaranya: sarana, peralatan,
fasilitas, dan teknologi yang digunakan, beban atau volume pekerjaan
rata-rata, dukungan tenaga kerja baik dari aspek kuantitas maupun
aspek kualitas yakni dan tingkat kompetensinya atau keterampilan
kerjanya, kedisiplinan, tanggungjawab serta pengalaman dalam
pemberian pelayanan selama ini, dan harapan masyarakat.

2.1.4. BIAYA/TARIF

Pembiayaan jenis layanan di Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan selain sebagian dibebankan kepada
pengguna jasa, beberapa diantaranya tidak dikenakan biaya. Untuk
biaya/tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa, mengacu pada PP No.
75 Tahun 2015 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
dilingkungan Kementerian Kelautan Perikanan. Informasi selengkapnya
sebagaimana dijelaskan pada Rancangan Standar Pelayanan.



2.1.5. PRODUK PELAYANAN

Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dari
jenis layanan yang diberikan satuan kerja pusat lingkup Badan KIPM
dan Unit Pelaksana Teknis Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan sesuai tugas dan fungsinya berupa
pelayanan jasa karantina ikan, pengujian mutu hasil perikanan dan
penyediaan bahan uji.

2.1.6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN
Pembuatan mekanisme pengelolaan pengaduan berupa penyediaan
kotak saran/kotak pengaduan, SMS gateway, portal pengaduan dalam
website, dan penyediaan petugas penerima pengaduan. Dalam
mekanisme pengaduan diinformasikan secara jelas nama petugas,
nomor telepon, alamat email, dan alamat kantor yang dapat dihubungi.

Prinsip dasar dalam pengelolaan sistem pengaduan yakni:

Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;

Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;

Mendapat perlindungan dan/atau pemenuhan pelayanan;

Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan

tujuan pelayanan;

e. Memberitahukan kepada Penyelenggara untuk memperbaiki
pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan
standar pelayanan;

f. Memberitahukan kepada petugas untuk memperbaiki pelayanan
apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar
pelayanan;

g. Melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan secara terus menerus

dan berkelanjutan berdasarkan pada saran, masukan, dan

pengaduan dari masyarakat;

aooop

2.1.7. DASAR HUKUM
Dasar hukum yang melandasi penyusunan, penyempurnaan, penetapan
dan pengimplementasian standar pelayanan publik di lingkup Badan
KIPM sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggungjawab organisasi adalah
sebagai berikut;

1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

3. PP No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan
Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4. Permen PAN No. 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat.

5. Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan

6. Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan



Sedangkan dasar hukum apa saja yang terkait dan mendasari dengan
kewenangan penyelenggaraan pada masing-masing jenis pelayanan
lingkup Badan KIPM, tercantum pada Rancangan Standar Pelayanan
yang ditetapkan.

2.1.8. SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS

Standar Pelayanan Publik yang implementasikan pada suatu instansi
pemerintah wajib dilengkapi dengan standar sarana dan prasarana yang
akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan yang
distandarkan. Jika ternyata Standar Pelayanan yang telah distandarkan
tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang tidak memenuhi
persyaratan, konsistensi standar tersebut akan terganggu, dan secara
keseluruhan akan mengganggu proses pelayanan. Selain itu,
ketersediaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas di setiap unit kerja
juga dimaksudkan untuk memberi kenyamanan kepada pengguna
layanan (kebersihan, kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan).

Kelengkapan untuk masing-masing Standar Pelayanan Publik lingkup
Badan KIPM seperti yang tercantum dalam Rancangan Standar
Pelayanan.

2.1.9. KOMPETENSI PELAKSANA

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana  meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan
pengalaman. Penyusunan komponen kompetensi pelaksana untuk
memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan petugas
pelayanan meliputi. Penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan
dalam beban/volume, sifat pekerjaan, mekanisme dan prosedur yang
dijalankan serta penggunaan teknologi dalam proses penyelenggaraan
pelayanan.

Kompetensi Pelaksana dalam standar ini memberikan  penjelasan
mengenai kualifikasi pelaksana yang dibutuhkan dalam melaksanakan
perannya pada standar pelayanan yang ditetapkan. Standar Pelayanan
Publik lingkup Badan KIPM dilakukan oleh lebih dari satu pelaksana,
oleh sebab itu maka kualifikasi yang dimaksud adalah berupa
kompetensi, meliputi: pengetahuan, keahlian, keterampilan dan
pengalaman yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana atau petugas
dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pelayanan ini secara
optimal.

2.1.10. PENGAWASAN INTERNAL
Pengawasan Internal merupakan salah satu komponen Standar
pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan, oleh karena itu perlu
diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unit
kerja yang memberikan pelayanan. Pengawasan internal merupakan
pengawasan yang difokuskan sebagai manajemen pengendalian internal
yang berperan untuk menjamin aktivitas penyelenggaraan pelayanan



agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini perlu dilakukan secara
terus menerus, untuk mencegah dan meluruskan bila terjadi kesalahan/
penyimpangan, membina dan membangun iklim dan budaya kerja yang
tertib, taat asas, mengembangkan etos kerja, disiplin dan produktif.

2.1.11. JUMLAH PELAKSANA
adalah informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang
melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
Menggambarkan berapa besar jumlah petugas/pegawai yang berfungsi
sebagai pelaksana dan bertanggung jawab dalam menangani pekerjaan
pelayanan sesuai struktur, jabatan, tugas, dan kewenangan yang
ditentukan pada instansi pemberi layanan.

2.1.12. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi pemberi
layanan sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan
kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan harus sesuai
dengan standar pelayanan. Untuk menunjukkan dan memberikan
jaminan pelayanan tersebut, maka perlu upaya kreatif menciptakan
suatu kebijakan atau ketentuan (aturan main) yang berorientasi untuk
melaksanakan standar pelayanan secara konsisten, misal membuat tata
tertib, kode etik atau slogan sebagai janji dalam penyelenggaraan
pelayanan berbasis standar pelayanan.

2.1.13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas
dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan. Untuk mengimplementasi
komitmen tersebut, cara yang sama dengan komponen jaminan
pelayanan, yaitu perlu upaya kreatif menciptakan suatu kebijakan,
ketentuan (aturan main) atau tindakan program kegiatan yang
berorientasi untuk menjaga keamanan dan keselamatan dalam
memproses atau memproduksi/menyediakan layanan di lingkup BKIPM
sesuai dengan komponen standar pelayanan. Di samping itu perlu
mengacu “standar teknis” untuk memberikan jaminan keamanan
ataupun keselamatan atas penyelenggaraan pelayanan.

2.1.14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA
adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan standar pelayanan. Tujuannya adalah untuk melihat
kembali tingkat keakuratan dan ketepatan penerapan standar pelayanan
yang sudah disusun dengan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi, sehingga organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif.
Upaya evaluasi dilakukan oleh penyelenggara harus secara periodik dan
berkesinambungan untuk mengetahui kondisi perkembangan dan
mengukur keberhasilan dan/atau mengetahui hambatan/kendala yang
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ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan. Selanjutnya
dilakukan tindakan perbaikan terutama untuk menjaga dan
meningkatkan kinerja pelayanan.
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2.2. STANDAR PELAYANAN

2.2.1. Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Ekspor
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum a. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
b. PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
c. PP No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan,;
d. Permen KP No. PER.0O5/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa HPIK;
e. Permen KP No.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
f. Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
g. Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan,;
h. Permen KP No. 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
i. Kepmen KP No. 56/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa
HPIK.
2 Persyaratan a. Pelaporan (Permohonan Pemeriksaan Karantina)
Pelayanan b. Waktu pelaporan :
— berupa barang bawaan dilakukan sebelum keberangkatan;
— berupa barang muatan, kiriman pos atau benda lain dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum
dilaksanakan tindakan karantina
c. Dokumen yang diperlukan untuk memperoleh Health Certificate for Fish and Fish Products yaitu:

— Surat Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK);
— Salinan Surat Ijin Pengeluaran dari instansi terkait (apabila diperlukan);
— SATS-LN untuk ikan yang dilindungi atau dibatasi peredarannya.
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Sistem,
Mekanisme dan

Sertifikasi secara End Product Testing

Prosedur a. Pemohon mengajukan pelaporan pengeluaran media pembawa ke Unit Pelaksana Teknis KIPM;
b. Pelaporan yang diterima dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen (untuk media pembawa
yang dilindungi atau dibatasi);
c. Dokumen yang dinyatakan lengkap dan sah, dilakukan analisis/identifikasi media pembawa sesuai ketentuan
persyaratan negara tujuan;
d. Pemeriksaan kebenaran isi dokumen (kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran);
e. Pemeriksaan Klinis dan/atau pengambilan contoh uji untuk negara tujuan yang mempersyaratkan pemeriksaan
HPI tertentu;
f. Pemeriksaan secara laboratorium terhadap hama penyakit ikan tertentu yang dipersyaratkan;
g. Penerbitan Health Certificate for Fish and Fish Products untuk hasil uji laboratorium yang dinyatakan bebas HPI
tertentu yang dipersyaratkan;
h. Sebelum HC diserahkan kepada pemohon, dilakukan pemeriksaan fisik ulang untuk memastikan kesesuaian jenis,
jumlah dan/atau ukuran media pembawa.
Sertifikasi Berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)
a. Pemohon mengajukan pelaporan pengeluaran media pembawa ke Unit Pelaksana Teknis KIPM;
b. Pelaporan yang diterima dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen (untuk media pembawa
yang dilindungi atau dibatasi);
c. Verifikasi Hasil Surveilan HPI tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan terhadap dokumen yang dinyatakan
lengkap dan sah;
d. Pemeriksaan kebenaran isi dokumen (kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran) apabila verifikasi hasil surveilan
HPI yang dipersyaratkan sesuai,
e. Pemeriksaan Klinis media pembawa;
i. Penerbitan Health Certificate for Fish and Fish Products;
f.  Sebelum HC diserahkan kepada pemohon, dilakukan Pemeriksaan fisik ulang untuk memastikan kesesuaian jenis,
jumlah dan/atau ukuran media pembawa.
Jangka Waktu a. Maksimal 5 (lima) hari pelayanan sejak pelaporan diterima dan seluruh dokumen terpenuhi (end product
Penyelesaian inspections);
b. 1 (satu) hari pelayanan sejak pelaporan diterima dan seluruh dokumen terpenuhi (berbasis CKIB)
Biaya/Tarif Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015
Dapat diunduh di www.bkipm.kkp.go.id
Produk Health Certificate for Fish and Fish Products (KI-D1)
Pelayanan
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7 Sarana, a. Sarana dan Prasarana
Prasarana - Ruangan/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, air conditioner, customer service, ruang
dan/atau tunggu dan sarana layanan pengaduan;
Fasilitas - Peralatan perkantoran (Komputer, Printer, Filling cabinet, ATK dll);
- Sistem aplikasi pendukung pelayanan;
- Sistem antrian;
- Pemeriksaan klinis/Pengujian laboratorium;
- Scanner barcode.
b. Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di UPT KIPM
8 Kompetensi a. Petugas Customer Service: ramah, sopan, santun dan memahami peraturan.
Petugas b. Petugas Administrasi/Operator: dapat mengoperasionalkan komputer dan aplikasi Sisterkaroline.
Pelaksana c. Petugas Verifikator: cermat, teliti dan memahami ketentuan peraturan karantina ikan.
d. Petugas Fungsional PHPI Terampil: pendidikan SUPM, D3.
e. Petugas Fungsional PHPI Ahli: pendidikan minimal D4/S1.
f. Petugas Inspektur Karantina: pendidikan minimal D4/S1, memiliki nomor registrasi dan telah ditetapkan oleh
Kepala Badan KIPM.
g. Petugas Penandatangan Sertifikat: ditetapkan dengan SK Kepala Badan KIPM.
h. Petugas Penerima PNBP: ditetapkan dengan SK Bendahara PNBP.
9 Pengawasan a. Dilakukan oleh atasan langsung (Ka UPT KIPM/Pejabat yang ditunjuk).
Internal b. Dilakukan oleh Ka Pusat SKK dan Ka Puskari.
c. Dilakukan oleh Ka BKIPM.
10 | Jumlah Minimal 5 (lima) orang
Pelaksana
11 | Jaminan a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang
Pelayanan berkompeten di bidang tugasnya,;
b. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar (pungli) dan gratifikasi;
c. Adanya kompensasi apabila tidak sesuai dengan Maklumat Pelayanan.
12 | Jaminan a. Dokumen Health Certificate for Fish and Fish Products dicetak menggunakan kertas khusus, ditandatangani oleh
Keamanan Petugas Penandatangan Dokumen dengan menggunakan tinta berwarna biru dan dicap basah;
Produk b. Dokumen Health Certificate for Fish and Fish Products diberi nomor seri kendali dan dibuat tindasannya;
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o 0

Dokumen Health Certificate for Fish and Fish Products diberi barcode;
Media pembawa yang telah dilakukan pemeriksaan fisik (kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran) diberi segel
atau tanda pengaman karantina.
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Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (minimal 2 kali dalam setahun).
Audit internal ISO 9001:2015.

Monitoring dan evaluasi oleh Unit Eselon II BKIPM (Puskari dan Pusat SKK) sebagai Pembina.
Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

14

Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan

plao o

c.
d.

Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat

kepada:

- Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Kantor Sekretariat BKIPM, Gedung Mina bahari II Lt 6,
Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat dan atau masing-masing UPT KIPM;

- Melalui Layanan Pengaduan pada web BKIPM ( http://www.bkipm.kkp.go.id);

- Dapat disampaikan melalui SMS ke nomor pengaduan BKIPM : 0821-18646466;

- Kotak saran pada masing-masing UPTKIPM.

Penanganan pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai

berikut:

- cek administrasi;

- cek data dan/atau lapangan;

- koordinasi internal/eksternal; dan

- koordinasi instansi terkait.

Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.

15

Waktu
Pelayanan

Dilaksanakan sesuai dengan jam kerja/waktu layanan masing-masing UPTKIPM
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FENJAMINAN KESEHATAMN IKAN DAN HASIL PERIKAMNAN EKSPOR

Pelaksana Kegiatan Mutw Baku
IMe. Uraian Kegiatan - Keterangan
Fetugas Kepala UFT/Pejabat Petugas
Administrosi yang difunjuk FHP Loboraterium Kelenghapan Waldhu Ourput
1 [Menerima dam melakukan pencatatan FFE secara mamual  danm Dokumen yamg dipsrsyaratkan | 10 menit  |Draf Surat Ferintoh [Tindazan  pelaporan  dizerahkan
penginputan ke dalam Sisterkarcline e Pameriksaan Dokurmen kepada pemilik/kuaza pemilik MFP
T [Memenntahkan PHP] untuk meloksonokan pemeriksoon kelengkaopan 1 Dokumen yong| 5 memit |- Dokomen vang
daon keobsahan dokumen dipersyaratkan dipersyarotkan
- Dwaf Surat Perintah - Surat Perintah Pemeriksoan
Famerkzoan Dokumen Diekurmen
1
3 [Melakukan pamerikzaon kelengkapan dan keabzahan dokumen Dokumen yang| 10 menit |aporan Haszil Femerkzaan
diparsyaratkan Kelengkapan don Keabsoham
- Swurot Perintoh Pemerksoan Dokumen
I Dokumen
4 |Berdasarkan dizposisi Kepala UFT/Pejobat yang ditunjuk, menyiopkan Laporan  Hasil Pemeriksoan| 35 menit Surat Perintah
Surat Perintoh Analisis/ldentifikosi Media Pembawa Kelemgkopan dan Keobsahan Analisis/|dentifikosi Media
Dokumen Pembawa
|
5 |Melokvkon onalisisfidentifikosi media pembowa don membuat Swrat Perintah Analisis/| 10 menit Rekomendasi Analisis MP/HP
rekomendasi Idenfifikasi Media Pembawa
f
& |Berdazarkan rekomendasi onalisis MP/HP dad PHPI, menyiopkan Rekomendasi Analisis MP/HP 3 menit Swraf  Perintah  Pemeriksoon
Surat Perinfoh Pemeriksoon Kebenaron lsi Dokumen [Kesesooion Kebenaron lsi Dokwmen
jenis/jumlah dan/ataw wkuran)
7 |Melaksanokan pemeriksoaon  keseswvaion  jjenisfjemilach  danSataw Surat Perintoch Pemerksoan| 30 menit LHP Kzbenaran lsi Dokwmen |Dilaksanakan di tempat
vkuran meadia pambawa Kebanaran l=i Dokwmen pembudidayaan farm
8 |Berdosarkan disposisi Kepala UPT/Pejobat yang ditunjuk, menyiopkan 1 LHP Kebenaron lsi Dokuwnmen 5 menit Surat Perintah Pemeriksoan
Surat Perintoh Pemeriksaan Klinis dan/otaw Pengambilan Samgel MP Klimis;
- Surat Perintah Pengambilan
Sampel
1
? |Melakzanakan pemeriksoan kilinis MF don membuwat LHP Klinis serda Suvrat  Perintoh Pemerksoan| &0 menit LHP Klini= MP don | Dilaksanakan o tempat
meloksonokan pengambilan sampel dan membuat LHF pengambilan Klinis dan pengambilan Pengambilon Sampel pembudidayaon farm
sampel zoampel
10 [Memerintabkon Petugas Loborotorium untwk  meloksanakan — LHP Pemeriksoon Klinis dan 3 menit Surat Perintoh  Pemeriksoon
pengujian 5 Pengambilan Samp=! Laboratorium
11 [Melakwkan pengujion don membuat Loporam Hasil Wi (LHU) | Surat Perintoch Pemerksaan 4,5 hari Laporan Hasil Ui [LHU} (Pengujion loboraforium  |parasit,
laboratorium Laborotorium Laboratorium bakteri, jomur dom  wiros) sesuoi
target HPI yang dipersyoratkan
12 |Bardazarkan LHU loboraterium dan LHF kliniz, membuat dizposizi | LHF Kliniz 20 manit |Dizposisi Dilanjutkan S0P Perakuan
kepada Petugo: Administrosi  uniuk  menyiopkan  draf  Health LHU Laboratorium apabila LHU menunjukkan  MP
Certificate for Fish and Fish Products (KI-D1) apabila MP/HP perinfeksi HPl persyorofan yang
dinyatakon sehat - merupokan HPIK golongan II;
Diilanjutkan S0P Penclakan
apabila MP ferinfeksi HFI1
persyoratam yomg  merupokan
HPIK Geloengan |
13 [Menyiopkon draf Heolth Ceriicate for Fish and Fsh Produvds [KI-DT) 10 =it Diraf KI-D1
Y
14 [Menondotengoni Heofth Carfificofe for Fich ond Fich Producés [K1-D7) Diraf KI-D 5 rmenit KI-D7 ditandotangoni
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PENJAMINAMN KESEHATAN IKAN DAN HASIL PERIKANAN EKSPOR BERBASIS CKIB

Pelaksana Kegiatan Mutu Baku
INo. Uraion Kegiatan - Keterangan
Petugos Kepala UPT/Pejabat Petugas
Administrosi yang ditunjuk PHA Lakboratorium Kelermlempn Woakifu Ovitput
1 |Menerima dom melokukon pencotatan PPE secara mamual  don Dokumen yong dipersyaratkan | 10 menit Ciraf Surat Perintah |Tindazan  pelaporon  dizerohkon
penginputon ke dalam Sisterkaroline Pemerksaon Dokumen kepada pemilik/kvasa pemilik MP
2 |Memerintahkan PHPI untuk melaksanakan pemerksoon kelengkapan Dokumen yang 5 rmenit - Dokumen yang
dan keabsaohan dokumen dipersyarotkan dipersyaratkan
- Drof Surat Ferirtah - Surat Perintoh Pemeriksoon
Pemeriksoan Dokumen Drakumen
3 |Melokukon pemeriksaoan kelengkopon don keobsahan dokumen Dokumen yang 10 me=nit oporan  Hasil Pemerksoon
dipersyarotkan Eelengkopan don Keabsahon
- Surat Perintoh Pemerksoan Dokumen
] Diekumen
4 |Berdasarkan disposisi Kepala UPT/Pejobat yang ditunjuk, menyiapkan Loporan Hasil Pemerksaan| 5 menit Surat Perintah
Surat Perintah Analisis/ldentifikasi Media Pembawa E=lengkopan dan Keobsohan Analisiz/ldentifikasi Media
Dokumen Pembawa
1
5 |Melokvkon onalisis/identiikasi medic pembawa dan membuat Surat Perintah Analisis/| 10 menit Rekomendosi
rekomendasi |denfifikaszi Media Pembawa
I
& |Berdosarkan rekomendasi onalisiz MP/HP dar PHPI, menmyiopkan Rekomendasi 5 menit Surat  Perintoh  Pemeriksaan
Surat Perinfoh Pemerksoon Kebenaron lsi Dokumen (Kesesuoion Eebenaran Isi Dokumen
jeniz/jumlah don/atow vkuran)
7 |Meloksanakon pemeriksoon kesesweoion  jenisfjumlah donfataw L Surat Perintoh Pemerksaan| 30 menit LHF Kebenaran lsi Dokwmen  |Diloksanaokon di tempot-tempat
vkuran media pembawa # Kebenaron lsi Dokwmen pengelwaran
8 |Berdasarkan disposisi Kepala UFT/Pejobat yong ditunjuk, menyiapkan 1 LHF K=benaran lsi Dokumen 5 menit Surat Perintah Pemerikzoon
Surat Perintoh Pemerksaon Klinis Klimis;
- Surat Perintoh Pengambilon
Samp=l
1
2 |Meloksanakan pemeriksoon klinis MP dan membuat LHP Elinis Burat Perintoh Pemerksoon | 30 menit LHP Klinis MP Diloksonokan di  tempat-tempat
Klinis pengelvaran
10 |Berdasarkan  LHPF  Kinis, membueat disposisi  kepado  Petugas 1 LHP Klimiz MP 10 menit Dizpeosisi Dilanjutkan S0P Penclakan
Administrazsi untuk menyiopokaon Health Cedificate for Fish and Fish opabila  MP  ferinfeksi  HPI
Products (KI-D'1) apabila secara klinis MP/HP dinyotakon s=hot persyaratan;
Pengelwaran  ekspor  dilakuwkon
secora end product inspection
10 [Menyiopkon drof Health Cerificate for Fish and Fish Prodwdts (KI-D1) 5 menit Ciraf KI-D1
Ij|j_
—
11 |Menandatangani Health Cerificafe for Fish and Fish Producés [KI-D1) Ciraf KI-D11 5 menit KI-01 ditandatangani
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2.2.2. Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ekspor
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum a. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi UU No.45 Tahun 2009.
b. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
c. PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
d. PP No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai
Tambah Produk Hasil Perikanan.
e. PP No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
f. Permen KP No. 19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
g. Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
h. Permen KP No. 43/PERMEN-KEP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
i. Kepmen KP No. 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada
Proses Produksi.
2 Persyaratan a. Packing List (PL) Identitas Produk atau batch code
Pelayanan b. Invoice
c. Identitas Sertifikat
d. Dokumen lain yang dipersyaratkan
3 Sistem, a. Pemohon mengajukan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Produk Perikanan (Health Certificate of Fish and Fishery
Mekanisme dan Product/HC)
Prosedur b. Terhadap permohonan dilakukan pencatatan PPK secara online atau manual dan penginputan ke dalam

SRS Q0

Sisterkaroline
Evaluasi kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan

. Verifikasi hasil evaluasi permohonan

Pencetakan draft Sertifikat Kesehatan Produk Perikanan (Health Certificate of Fish and Fishery Product/HC)
Verifikasi lapangan dan pengujian organoleptik produk akhir
Melakukan pencetakan HC dan Test Result

. Verifikasi terhadap HC dan test result yang sudah di cetak
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i. Penandatanganan test result dan Sertifikat Kesehatan Produk Perikanan (Health Certificate of Fish and Fishery
Product/HC)
j. Penyerahan Sertifikat Kesehatan Produk Perikanan (Health Certificate of Fish and Fishery Product/HC)

4 Jangka Waktu 10 Jam (waktu tidak termasuk perjalanan ke lokasi verifikasi lapangan PP)
Penyelesaian
S Biaya/Tarif Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015
Dapat diunduh di www.bkipm.kkp.go.id
6 Produk Health Certificate of Fish and Fishery Product
Pelayanan
7 Sarana, a. Sarana dan Prasarana
Prasarana - Ruangan/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, customer service, ruang tunggu dan
dan/atau sarana layana}n pengaduan ‘
Fasilitas - Komputer, Printer, Filling cabinet, ATK
- Nomor antrian
- Label segel
- Sistem aplikasi pendukung pelayanan
b. Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di UPT KIPM
c. Laboratorium pengujian
8 Kompetensi a. Petugas Customer Service; Ramah, sopan, santun dan mengerti peraturan
Petugas b. Kepala UPT/ Pejabat yang ditunjuk : Sudah mendapatkan SK
Pelaksana c. Petugas Administrasi/Operator: dapat mengoperasionalkan komputer dan aplikasi Sisterkaroline
d. Petugas Verifikator : cermat, teliti dan memahami ketentuan peraturan mutu
e. Petugas Inspektur Mutu : Mempunyai nomor registrasi inspektur mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BKIPM
f. Petugas Penandatangan Sertifikat: Sudah mendapatkan SK Penandatanganan oleh Kepala BKIPM
g. Petugas Penerima PNBP: Sudah mempunyai SK bendahara PNBP
9 Pengawasan a. Dilakukan oleh atasan langsung (Ka UPT KIPM/Pejabat yang ditunjuk)
Internal b. Dilakukan oleh Ka Pusat SM/SKK
c. Dilakukan oleh Ka BKIPM
10 | Jumlah Minimal 7 (tujuh) orang personil pada UPT KIPM
Pelaksana
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11 | Jaminan a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang
Pelayanan berkompeten di bidang tugasnya,
b. Adanya jaminan bebas dari KKN.
c. Adanya kompensasi apabila tidak sesuai dengan Maklumat Pelayanan
12 | Jaminan a. Dokumen Health Certificate of Fish and Fishery Product dicetak menggunakan kertas khusus, ditandatangani oleh
Keamanan Pejabat Penandatangan HC yang ditunjuk dan dicap basah.
Produk b. Dokumen Health Certificate of Fish and Fishery Product diberi nomor seri dan nomor sertifikat dan dibuat
tindasannya
13 | Evaluasi Kinerja a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
Pelaksana b. Audit internal ISO 9001:2015
c. Supervisi oleh Unit Eselon II BKIPM sebagai Pembina
d. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
14 | Penanganan a. Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat
Pengaduan, kepada :
Saran dan — Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Kantor Sekretariat BKIPM, Gedung Mina bahari II Lt 6,
Masukan Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat
— Melalui Layanan Pengaduan pada web BKIPM ( http://www.bkipm.kkp.go.id)
— Dapat disampaikan melalui SMS ke nomor : 0821-18646466
— Kotak saran/pengaduan pada masing-masing UPTKIPM
b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai
berikut::
— cek administrasi
— cek data dan/atau lapangan
— koordinasi internal/eksternal, dan
— koordinasi instansi terkait
c. Respon pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada
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PENJAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN EKSPOR

Palaksana Keglatan Mutu Batow
M. Uratan Keglatan Petugas Wapals Inspeidur Mutu! Pia | aibot Keterangan
Aciminisirast UFETFe] aned pang Fatuges W rEmador — tzngan Foedengiapan weaity Duriput
ditun] uk warantine
1 |Menerima dan melaluican pencatatan PR secara online atau marsal Doodormen yang dipersyaradcan S menn Forrmulr hasil ewalbuas
) pergiirgnan ke dalam Sistarkanciline k=Culounan dolomen
2 [Memerircankan Verificator umtuk melaicuican  pengeecsican kaianaran -  Deloman yang S mani -  Deloman yamg
han bessumlan moloumen TS yararicar s yarariar
- | Forrrulr Fuoell s - | Forrrulr Feell s
Lo=8 el el - | KeCuloUDan Colosmen
Draf Swrat Parintan Swrat Parintan
1 Peamnericsaan Doloumen Peamericsaan Doloumen
3 |Melakukcan evabuss] keibenaran dan kesesusian doloumen permohonan =~  Delommen yang 20 menilt Forrmulr hasil ewalbuas
dilparsyaradcan perTononan
- | Forrrulr Fersll svsiboss Foskaoemerikas)
- | KeCulounan dolesmen
Seurat Perintain
Pemnericsaan Doloamen
Laporar Harsll Suns=lias
4 |Ha=ll Svsluss] Parmononan dveriices] dan did isnos s el Eva s ] Panmmonoran 40 menilt Surar Pariran Panoatsican
- dral HC
Saura Parintain Wariflos
Lapang dan Pengejian
Crpancilantk Froduk Aknir
—
5 |Melsiocsn pamoatsicsn oral HC Saran [Parinnain Panoatsicosn 15 meanil Dral HC
Drad HT Haell i
& [Melsicuican warificas] Lapengan dan Dergu)ian orparsobentic prodiuic sidhir L - Surat Parirain arifices: SO0 mank el parifices | anengen oan | Oilsdesarisican dll (L&
seria melaporkan hasil kepads FKepals UFT Lapangan dan Pengajian pengejian organckeptk prodk
Crganokeantic Prodiuk Akdnir E- gl g
- Sconresihest Crgancienti
- Dralt HT
r
7 [Meenerima dan mengevsiues] laporan hasll gerifices| lapengen dan ~aporan el wartikas 10 manilt O=spos x| nes || ey e mmmram T o Ceatmk AomD s oar o]
pengriian oparkentk St menugasican Peouges aominisTas] urouk ispangan man kaponan has
rrelskouican Daroateican O glan tast resylt peargea)ian organckeptik produk
aionir
—]
£ [Memisicuican penostaicesn T dan Test Regylt sarcs maryarpaiican s Di=snos s S manit - T
weriflicanor - Tes Resul
S |erfkes] Sarudan HC dan Ses resyl yang sudan dil ostalk L - T 40 menilt - T
- Tes: Resul - Tess Resul
10 |Penscacangenan S gan test resgt = - T S mani - T
- Tes: Resun - Tes:Resun
14 |Paryeranan HC (Health Certificate of Fish and Fishery Producs) T HC S Meni HC UPI meiakouican permitayaran PRNEF
Seamual dengan PP TS Tatun 2015
500 menilt
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2.2.3. Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Keluar
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum a. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
b. PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.
c. PP No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
d. Permen KP No. PER.0O5/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa HPIK.
e. Permen KP No0.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
f. Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
g. Permen KP No. 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
h. Kepmen KP No. 56/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa
HPIK.
i. Kepmen KP No.58/KEPMEN-KP/2016 tentang Status Area Tidak Bebas Penyakit Ikan Karantina di Wilayah
Republik Indonesia.
2 Persyaratan a. Permohonan Pemeriksaan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan :
Pelayanan — berupa barang bawaan dilakukan sebelum keberangkatan;
— berupa barang muatan, kiriman pos atau benda lain dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum
dilaksanakan tindakan karantina.
b. Dokumen yang diperlukan untuk memperoleh Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik yaitu:
— Surat Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK);
— Salinan Surat Ijin Pengeluaran dari instansi terkait (apabila diperlukan);
— SATS-DN untuk ikan yang dilindungi atau dibatasi peredarannya.
3 S1stem3 Sertifikasi secara End Product Testing
Mekanisme dan
Prosedur a. Pemohon mengajukan pelaporan pengeluaran media pembawa ke Unit Pelaksana Teknis KIPM;
b. Pelaporan yang diterima dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen;
c. Untuk dokumen yang dinyatakan lengkap dan sah, dilakukan analisis/identifikasi media pembawa sesuai status
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kesehatan area tujuan;

Pemeriksaan kebenaran isi dokumen (kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran);

Untuk Ikan dan Hasil Perikanan yang tidak bersyarat, apabila berdasar pemeriksaan kebenaran isi dokumen
(fisik) dinyatakan benar, dapat langsung diterbitkan Sertifikat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan
(KI-D3);

Untuk pengeluaran media pembawa ke area tujuan bersyarat HPIK, dilanjutkan Pemeriksaan Klinis dan/atau
Pengambilan Contoh Uji untuk deteksi HPIK lebih lanjut;

Pemeriksaan HPIK secara laboratorium terhadap media pembawa yang akan dilalulintaskan;

Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik (KI-D2) apabila hasil laboratorium
menyatakan media pembawa bebas HPIK;

Sebelum KI-D2 diserahkan kepada pemohon, dilakukan Pemeriksaan fisik ulang untuk memastikan kesesuaian
jenis, jumlah dan/atau ukuran media pembawa.

Sertifikasi Berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)

a. Pemohon mengajukan pelaporan pengeluaran media pembawa ke Unit Pelaksana Teknis KIPM ;
b. Pelaporan yang diterima dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen;
c. Untuk dokumen yang dinyatakan lengkap dan sah, dilakukan Verifikasi Hasil Surveilan HPIK yang
dipersyaratkan area tujuan;
d. Pemeriksaan kebenaran isi dokumen (kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran) apabila verifikasi hasil
surveilan HPIK yang dipersyaratkan area tujuan sesuai;
e. Pemeriksaan Klinis media pembawa;
f. Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik (KI-D2);
g. Sebelum KI-D2 diserahkan kepada pemohon, dilakukan Pemeriksaan fisik ulang untuk memastikan kesesuaian
jenis, jumlah dan/atau ukuran media pembawa.
Jangka Waktu a. Maksimal 5 (lima) hari pelayanan sejak pelaporan diterima dan seluruh dokumen terpenuhi (end product
Penyelesaian inspections);
b. 1 (satu) hari pelayanan sejak pelaporan diterima dan seluruh dokumen terpenuhi (berbasis CKIB)
Biaya/Tarif Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015
Dapat diunduh di www.bkipm.kkp.go.id
Produk a. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik (KI-D2) untuk media pembawa bersyarat
Pelayanan b. Sertifikat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan (KI-D3) untuk media pembawa tidak bersyarat
Sarana, a. Sarana dan Prasarana
Prasarana - Ruangan/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, air conditioner, customer service, ruang
dan/atau tunggu dan sarana layanan pengaduan,;
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Fasilitas

- Peralatan perkantoran (Komputer, Printer, Filling cabinet, ATK dll);

- Sistem aplikasi pendukung pelayanan;

- Sistem antrian;

- Pengujian laboratorium;

- Scanner barcode

Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di UPT KIPM

Kompetensi
Petugas
Pelaksana

mo a0 Telo

Petugas Customer Service; ramah, sopan, santun dan mengerti peraturan.

Petugas Administrasi/Operator: dapat mengoperasionalkan komputer dan aplikasi Sisterkaroline.

Petugas Verifikator : cermat, teliti dan memahami ketentuan peraturan karantina ikan.

Petugas Fungsional PHPI Terampil : pendidikan SUPM, D3.

Petugas Fungsional PHPI Ahli : pendidikan minimal D4/S1.

Petugas Inspektur Karantina : pendidikan minimal D4/S1, memiliki nomor registrasi dan telah ditetapkan oleh
Kepala Badan KIPM.

Petugas Penandatangan Sertifikat: ditetapkan dengan SK Penandatanganan Sertifikat.

Petugas Penerima PNBP: ditetapkan dengan SK Bendahara PNBP.

Pengawasan
Internal

o o pEMR

Dilakukan oleh atasan langsung (Ka UPT KIPM/Pejabat yang ditunjuk)
Dilakukan oleh Ka Puskari/Ka Pusat SKK
Dilakukan oleh Ka Badan KIPM

10

Jumlah
Pelaksana

Minimal S (lima) orang

11

Jaminan
Pelayanan

o

Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang
berkompeten di bidang tugasnya,

Adanya jaminan bebas dari KKN, pungli dan gratifikasi.

Adanya kompensasi apabila tidak sesuai dengan Maklumat Pelayanan

12

Jaminan
Keamanan
Produk

Dokumen Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik (KI-D2) atau Sertifikat Keterangan Lalu
Lintas Tkan dan Produk Perikanan (KI-D3) dicetak menggunakan kertas khusus, ditandatangani oleh Petugas
Penandatangan Dokumen dengan menggunakan tinta berwarna biru dan dicap basah.

Dokumen Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik (KI-D2) atau Sertifikat Keterangan Lalu
Lintas Ikan dan Produk Perikanan (KI-D3) diberi nomor seri kendali dan dibuat tindasannya.

Dokumen Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik (KI-D2) atau Sertifikat Keterangan Lalu
Lintas Ikan dan Produk Perikanan (KI-D3) diberi barcode.
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Media pembawa yang telah dilakukan pemeriksaan fisik (kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran) diberi segel
atau tanda pengaman karantina.

13

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat

Audit internal ISO 9001:2015

Monitoring dan evaluasi oleh Unit Eselon II BKIPM (Puskari dan Pus SKK) sebagai Pembina
Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

14

Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan

plao o

c.
d.

Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui

surat kepada :

- Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Kantor Sekretariat BKIPM, Gedung Mina bahari II Lt
6, Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat dan atau masing-masing UPTKIPM

- Melalui Layanan Pengaduan pada web BKIPM ( http://www.bkipm.kkp.go.id)

- Dapat disampaikan melalui SMS ke nomor pengaduan BKIPM : 0821-18646466

- Kotak saran pada masing-masing UPTKIPM

Penanganan pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai

berikut::

- cek administrasi

- cek data dan/atau lapangan

- koordinasi internal/eksternal, dan

- koordinasi instansi terkait

Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada

15

Waktu
Pelayanan

Dilaksanakan sesuai dengan jam kerja/waktu layanan masing-masing UPTKIPM
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PEMNJAMINAMN KESEHATAMN IKAN DAMN HASIL PERIKAMNAMN DOMESTIK KELUAR

FPelaksana Kegiatan Mutu Balkuw
Mo ] Uraian Kegiatan _ Keteramngoan
Petugas Kepala UFT/Pejabat Petugas
Administrasi yang ditunjulk PHE Laboratorium Kl ervplorapuenns Wik Output
1 [Menerma dan melakukan pencafatan PPE zccara Dickumen yarma| 10 menit  |Deaf Sorat Perirdah |Tindazan polaporan diserahkan

manual dan penginputan ke dalam Sisterkarcline

By

dipersparathkan

Pemeriksoan Dokumen

kepoda pemilik/kwvasa pemilik

MP
T |[Memenniahkan B T] ok relokzanakan [ Dokurmen prm— = it T Dokwen pr——
pemeriksoan kelengkapan dan keabsahon dokumen dipersyorotkcan dipersyoratkan
- Dwraf Surat Perindah - Swrai Perindah
Pemeriksoan Dokunmen Pemeriksoon Dokumen
——
3 |Melakukan pemerit kelemgkapan dan keabzaohan [ Dokurmen yamg| 10 menit |Loporan Hasil Pemerikzaan
dekwmen dipersyaratkan Kelengkapan dan
- Suraot Perintah Keabsahan Dokumen
I Pemerikzoan Dolkwrmen
4 |Berdosarkan  dizposzizi | Kepala  UFPT Pejobal yang Loporan Haszil Pemenkzaan| 5 menid Serrat Perintah
ditunjul, menyiapkan Sasrat Perintah Kelengkapan dan Analisis/ldentifikasi  Media
Analiziz/ldentifikazi Media Permbawa Keabzahan Dokurmen Permbawa
1
5 |Mielakukan analisis/identiikasi media pembowa dan Surat  Perinboh  Analisizd| 10 menit Rekomendasi Aurvalisis
membuai rekomendasi Idengifiloosi Meadia MPYHIP
Pembowa
r
& |Bardasarkan rekomendozi amale MP/HP dar PHFPI, Rekomendasi Analiziz 5 mnenit Swrat Perintah Pamerikzaan
menyiopkaon Surat Perintah Pemeriksoaon Kebenoaron =i MP/HP Kebenaoron bsi Dokumen
Dokumen [Kazazuaion jenis, jumlah danSotau ukuran)
7
7 |Melakcanokon pemeriksoon kecesugion jenis/jumlah Surat Perintah Pemeriksaon 30 meenit LHP Kebenaran keii | Dibaksanakan o tempat
dan/atou ukuran media pembaws Kebemaran lsi Dolunmen Diokwrmen pembudidayaan, farm
& |Berdasarkan disposisi Kepaola UPT/Pejabat  yang 1 LHP Ke=benaran ksi 5 menit ' Swrat Perinhah
ditunjuk, menyiopkan Swrot Perintobh Pemeriksoon Drokumen Pameriksaon Klinis:
Elinis dan/afaw Pengambilan Sampel AP - Swrad Perimtah
Pemngambilan Sampel
1
9 |Melakzanakan pemeriksoan klinis MP dan membuat Surat Perintah Pemeriksaon &0 meenid LHP Elini MP  dam LHP|Dilaksanakan o tempaot
LHP Klinis serfo melokukan pengambilon sompel don Elimis Pengombilan sampel pembudidayaan, farm
membuat LHP pangambilan sampel
10 |Memerintahkan Peiwgas Laboratorium werrbulk LHF Pemeriksaan Klinis S menit Swrat Perintah Pemeriksaan
mielaksanakan pengujion dan Pangambilan Sampel Lakb-oratorivm
11 [Melakukan pangujion dan membuat Laporan Haszil Uj Surat Ferintoh Pemerik=aan 4.5 hari Laporan Hazil Wi (LHU)|Pengujion laboratonivm
[LH} laboraterivm Loboratorium Lakoratorivm (parasit, baokber, jomer  dan
wirus) secuoi target HFI
persyaratan
12 |Berdasarkan  LHU  loborgtorivm  daon LHP  klinis, | LHP Elimis 20 menii Dizposiszi Dilanjuikcan S0P Perdakuwan
membuat disposisi kepoda Petugos Admimnistrosi wrtuk LHU Loborotorium apabila LHU  menunjulkkon
menpiopkan dmf Sartifikot Kezsshaotan lkon daon Produk SP analisiz has=il MP terinfek=i HPIK golongan
Perikanan Domestik (KI-D2) pemeriksaan I;
Dilanjutican 5OF Penolakan
- apabila MP ferinfeksi HPIEK
Solongan |
13 |Menyiopkan drof Sestifikot Kesshaotan lkon dan Produk 10 meenit Dvraf KI-D2
Perikanan Domestik  (KI-D2)
14 |Menaondatangani Sertifikat Kesahatan [kan dan Produk Doraf KI-D2 5 mnenit KI-O2 ditandatangani

Perikanan Domestik (KI-D2)
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PENJAMIMNAN KESEHATAMN IKAN DAMN HASIL

FERIKAMNAMN DOMESTIK KELUAR BEERBASIS CKIBE

Pelaksana Kegiotan Mutu Bakw
I Uragian Kegiatan i Keterangan
Petugas Eepala UPT/Pejabat| Petugas
Administrasi wyang dituvnjuk PHF Laboratorium Kelerglapar Waldhu Output
1 |Me=nerima dan melokwvkan pencatoton PPE secaro Diokwrmen vang| 10 menit Diraf Swrrat Perintak | Tindazan p=loporan
manwal don penginputon ke dolom Sisterkarcline m dipersyaratkan Pemeriksoon Dokumen dise=rahkan k=poda
pemilik,/kuasa pemilik MP
2 |Memerntahkon PHPI untuk me=laksamnakan L ] ' Dokwmen yang 5 menit - Dokumen yang
pemerksoon kelengkapan don keabsahan dokumen diparsyaratikcan dipersyaratkan
- Diraf Surrat Perintah - Surat Perintakh
Pemeriksaan Dokumen Pemeriksoon Dokumien
—
3 |Melokvkon pamerksoon kelengkopon don k=obsaohan - Dokwmmen yang 10 m=nit Laporan Hasil Pemernksoon
dokumen dipersyaratkan Kelengkopan dan
- Swraf Perintah Keabzahan Dokumen
I Fameriksaan Dokuman
4 |Berdosarkon  disposisi | Kepala UPT/Pejobat  yang Laporan Hasil Pemerksaan 5 menit Surot Perintak
ditunjesk, menyiapkan Surat Perintah Kelengkapan dan Analizis/ ldentifikazi  Media
Analisis/Identifikasi Media Pembawa Ke=absahan Dokumen Pembawa
]
5 |Melokvkon analisisfidentifikasi media pembawa dam Swrat  Perinfah  Analisis/| 10 menit Rekomendasi Analisis
membueat rekomendasi Identifikasi Madia MP/HP
Pembawa
I
& |Berdoasarkon rekomendasi dar PHPI, menyiopkon Sunot R=komendasi Analisis 5 menit Surat Perinfoh Pemerksoon
Perintah Pemerksoan Kebenaran Isi Dekumen MPSHP Kezbemaran l=i Dokumen
[Ke=sesuaion jenis, jumbah dan/otow ukuran)
1
7 |Meloksanakon pe=meriksoon kesssweaion  jenisfjumiakb Swrat Perintah Pemeriksaan| 20 menit LHP Ke=benaran Isi | Dilaksanakan i temmpat-
dan/otaw vkeran media pembowa K=be=naran lsi Dokumen Diokumen tempat pengeluaran
8 |Berdosarkan disposisi | Kepala UPT/Pejabat  yang 1 Swrat Perinfah Pemeriksoan 3 menit Surat Perinfoh Pemernksoon
ditunjuwk, menyiopkan Suragt  Perdntah Pemerksoon Kkini= Flinis
Klinis
/|
2 |Meloksanakon pemerksoan kKinis MP don membuot Swrat Perintah Pemerksoan| 30 memnit LHP Elinis 8P Diilok=anakan di fempeat-
LHP Klinis Klini= tempat pengeluaran
10 |[Berdasarkan LHFPF klinis, membweot disposisi kepoda | LHP Klini= sP 10 rmemnit Dicposisi - Dilanjutkon  S0OF Penolokaon
Petegos Administrosi untuk menyiopkon drof Serdifikoot apabila LHF Kiinis menyotakan
K=s=hatan lkan dan Produk Perikonon Domestik (K- MF terinfeksi HFIK (golongan |
D2} apabila secara Kinis MP/HP dinyatokan sehat dun.ll];

- Kegiotan pengelvgran ansor
area dilokukan secoro  end
product inspection

11 |Menyiopkan drof Serdifikot Kesehaotan lkan dan Produwk Disposisi 5 menit Diraf KI-D2
Perikanan Domestik  (KI-D02) ‘E
12 |Menondotangoni Sertifikat Kes=hoton lkan dan Produk Diraf KI-D2 5 menit KI-D2 ditondotongani

Perikanan Domestik (KI-D2)
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2.2.4. Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Impor
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum a. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
b. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
c. PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
d. PP No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan;
e. Permen KP Nomor PER. 09/MEN/2007 tentang Ketentuan Pemasukan Media Pembawa berupa Ikan Hidup sebagai
barang bawaan kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
f. Permen KP Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pemasukan Media Pembawa HPIK
dari Luar Negeri dan dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
g. Permen KP No.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
h. Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan;
i. Permen KP No. 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan;
j- Permen KP No. 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
k. Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:
46/PERMEN-KP/2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah
Negara Republik Indonesia;
1. Kepmen KP No. 56/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa
HPIK;
m. Kepmen KP No. 80/KEPMEN-KP/2015 tentang Penetapan Jenis - jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina,
Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya.
2 Persyaratan a. Permohonan Pemasukan Impor Ikan dan Hasil Perikanan :
Pelayanan — berupa barang bawaan dilakukan pada saat tiba di tempat pemasukan;
— berupa barang muatan, kiriman pos atau benda lain dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan
b. Dokumen yang diperlukan untuk memperoleh Sertifikat Pelepasan (KI-D12) dan/atau Surat Persetujuan

Pengeluaran MP (Media Pembawa) dari Tempat Pemasukan (KI-D7), yaitu:

— Surat Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK);

— Health Certificate dan/atau Certificate of Origin yang diterbitkan instansi berwenang dari negara asal

— Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI) minimal grade B;

— Surat [jin Pemasukan Hasil Perikanan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dari Dirjend PDSPKP untuk
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hasil perikanan;

— Surat [jin Pemasukan (impor) Ikan Hidup dari Dirjend Perikanan Budidaya untuk ikan hidup;

— Surat Keterangan Teknis dari Dirjend Perikanan Budidaya untuk pakan ikan dan/atau bahan baku pakan ikan;

— Surat Keterangan Pemasukan Bahan Baku Obat Ikan, Surat Keterangan Pemasukan Sampel Obat Ikan atau
Surat Keterangan Pemasukan Obat lkan untuk obat dan/atau bahan baku obat dari Dirjend Perikanan
Budidaya;

— Surat Keterangan Impor dari Badan POM untuk impor produk perikanan dalam kemasan;

— CITES untuk ikan yang masuk dalam daftar Appendix;

— Surat Keterangan bebas radiasi untuk produk perikanan yang berasal dari Jepang.

Untuk dapat menyampaikan permohonan secara on line, pemohon harus sudah mendaftar dan mendapatkan user

ID dan password

Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

Impor Risiko Tinggi

o0

=h

[y

j-

Pemohon mengajukan permohonan pemasukan impor ke Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) KIPM;

Petugas Administrasi menerima dan melakukan pencatatan permohonan secara manual serta penginputan data
kedalam sisterkaroline;

Permohonan yang diterima dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen;

Dokumen yang dinyatakan lengkap dan sah, dilakukan analisis media pembawa untuk mengetahui tingkat risiko
pemasukan ikan dan hasil perikanan;

Pemeriksaan kebenaran isi dokumen (kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran);

Ikan dan Hasil Perikanan dengan risiko tinggi yang telah sesuai jenis, jumlah dan/atau ukurannya, diterbitkan
Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7) dan dilakukan pengawalan
menuju ke Instalasi Karantina Ikan yang di tetapkan untuk dilakukan pengasingan dengan diterbitkan Surat
Keterangan Masuk Instalasi Karantina (KI-D8);

Di instalasi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan klinis dan pengambilan contoh uji untuk pemeriksaan HPIK lebih
lanjut di laboaratorium;

Pemeriksaan contoh uji secara Laboratoris untuk mendeteksi target HPIK yang dipersyaratkan,;

Selama masa karantina di instalasi dan menunggu hasil definitive wuji laboratories, dilakukan
Pengawasandan/atau Pengamatan sampai terbitnya sertifikat pelepasan;

Penerbitan dan penyerahan Sertifikat Pelepasan (KI-D12), apabila hasil pengujian laboratorium negatif HPIK.

Impor Risiko Rendah

a.
b.

Pemohon mengajukan permohonan pemasukan impor ke Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) KIPM;
Petugas Administrasi menerima dan melakukan pencatatan permohonan secara manual serta penginputan data
kedalam sisterkaroline;
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g.

Permohonan yang diterima dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen;

Dokumen yang dinyatakan lengkap dan sah, dilakukan analisis media pembawa untuk mengetahui tingkat risiko
pemasukan ikan dan hasil perikanan;

Pemeriksaan kebenaran isi dokumen (kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran);

Ikan dan Hasil Perikanan dengan tingkat risiko rendah yang telah sesuai jenis, jumlah dan/atau ukurannya,
diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7) dan/atau Sertifikat
Pelepasan (KI-D12);

Penyerahan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7) dan/ atau Sertifikat
Pelepasan (KI-D12) kepada pengguna layanan.

Jangka Waktu Maksimal 7 (tujuh) hari pelayanan sejak pelaporan diterima dan seluruh dokumen terpenuhi.
Penyelesaian
Biaya/Tarif Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015
Dapat diunduh di www.bkipm.kkp.go.id
Produk a. Surat Persetujuan Pengeluaran MP (Media Pembawa) dari Tempat Pemasukan (KI-D7)
Pelayanan b. Sertifikat Pelepasan (KI-D12)
Sarana, a. Sarana dan Prasarana
Prasarana - Ruangan/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, air conditioner, customer service, ruang
dan/atau tunggu dan sarana layanan pengaduan
Fasilitas - Peralatan perkantoran (Komputer, Printer, Filling cabinet, ATK dll)
- Sistem aplikasi pendukung pelayanan
- Sistem antrian
- Pengujian laboratorium
- Scanner barcode
b. Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di UPT KIPM
Kompetensi a. Petugas Customer Service; ramah, sopan, santun dan memahami peraturan;
Petugas b. Petugas Administrasi/Operator: dapat mengoperasionalkan komputer dan aplikasi Sisterkaroline;
Pelaksana c. Petugas Verifikator: cermat, teliti dan memahami ketentuan peraturan karantina ikan;
d. Petugas Fungsional PHPI Terampil: pendidikan SUPM, D3;
e. Petugas Fungsional PHPI Ahli: pendidikan minimal D4/S1
f. Petugas Inspektur Karantina: pendidikan minimal D4/S1, memiliki nomor registrasi dan telah ditetapkan oleh

Kepala Badan KIPM;
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g. Petugas Penandatangan Sertifikat: ditetapkan dengan SK Kepala Badan KIPM,;
h. Petugas Penerima PNBP: ditetapkan dengan SK Bendahara PNBP;

i. Petugas pengawalan: PHPI; dan

j- Petugas Pengambil Sampel: PHPI.

9 Pengawasan a. Dilakukan oleh atasan langsung (Ka UPT KIPM/Pejabat yang ditunjuk)
Internal b. Dilakukan oleh Ka Puskari/Ka Pusat SKK

c. Dilakukan oleh Ka Badan KIPM

10 | Jumlah 7 (tujuh) orang
Pelaksana

11 | Jaminan a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang
Pelayanan berkompeten di bidang tugasnya,;

b. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar (pungli) dan gratifikasi; dan
c. Adanya kompensasi apabila tidak sesuai dengan Maklumat Pelayanan.

12 | Jaminan a. Dokumen Sertifikat Pelepasan (KI-D12) atau Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat
Keamanan Pemasukan (KI-D7) dicetak menggunakan kertas khusus, ditandatangani oleh Petugas Penandatangan Dokumen
Produk dengan menggunakan tinta berwarna biru dan dicap basah;

b. Dokumen Sertifikat Pelepasan (KI-D12) atau Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat
Pemasukan (KI-D7) diberi nomor seri kendali dan dibuat tindasannya;

c. Dokumen Sertifikat Pelepasan (KI-D12) atau Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat
Pemasukan (KI-D7) diberi barcode; dan

d. Ikan dan Hasil Perikanan yang telah dilakukan pemeriksaan fisik (kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran)
diberi segel atau tanda pengaman karantina.

13 | Evaluasi Kinerja a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (minimal 2 kali dalam setahun);

Pelaksana b. Audit internal ISO 9001:2015;
c. Monitoring dan evaluasi oleh Unit Eselon II BKIPM sebagai Pembina; dan
d. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

14 | Penanganan a. Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat
Pengaduan, kepada :

Saran dan - Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Kantor Sekretariat BKIPM, Gedung Mina bahari II Lt 6,
Masukan Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat dan atau masing-masing UPT KIPM,;

- Melalui Layanan Pengaduan pada web BKIPM ( http://www.bkipm.kkp.go.id);
- Dapat disampaikan melalui SMS ke nomor pengaduan BKIPM : 0821-18646466; dan
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- Kotak saran pada masing-masing UPTKIPM.
b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai
berikut:
- cek administrasi;
- cek data dan/atau lapangan;
- koordinasi internal/eksternal; dan
- koordinasi instansi terkait.
c. Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan;
d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.

15

Waktu
Pelayanan

Dilaksanakan sesuai dengan jam kerja/waktu layanan masing-masing UPTKIPM
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PEMNJAMINAN KESEHATAN IKAN DAN HASIL PERIKAMNAMN IMPOR RISIKO TINGGI

Felaksana Kegiatan Mutu Baku
M. Uraian Kegiatan N Keterangan
Petugas Kepala UPT/Pejabat Petugas
Administrasi yang ditunjuk FHPI Laboratorium Kelengkopan Waldhus Dardput
1 [M=nerma don melaokukon pencotaban PPE secara manual  sera Diokumen yang diparsyorathan 10 menit Drof Surat Perintah Pemeriksoon
penginputan ke dalam Sisterkarcline Dokumen
— |
T [Memerintahkan POFT untok melakeandkan pemerikeaan kelengkapan Dokumen yang| 5 memit |- Dokumen yang dipersyaratkan:
dan keabsahan dekumen - dipersyaratkan; - Surat Perintah  Pemeriksoan
Diraf Surat Parimtah Diokurnan
Pemeriksoaon Dokumen
3 |Melakvkan pemerksaan kelengkapan dan keabzahan dokumen —— Dokumen yang| 10 menit |oporan ozl Pemeriksaan
- diperoparatkan; Kelengkapan dan  Keabzohan
Surat Perimtoh  Pemeriksoan Dokumen
I Dokuman
3 |Berdazarkon dizposia Repala UPT Pejabat yong ditunjuk, menyiapkan Loporan Mozl Pemerikzsaon| 5 mend Surat  Perinfoh  Andiicis | Media |Dilenjofkan SOP Penahanan
Surat Perintah Analisis Media Pembawa Kelengkopan don Keaobsoban Pembawa dan/ataw Penoclakan apabila
Diokumen dokuwmen diryotakan tidak
| lengkap/zah
5 |Melokvkan analisizs media pembawa serta rekomendasinga Furat Perintah  Analisizs Media 10 menit Rekomendasi analisis /HP
Pembowa
& |Berdazarkon rekomendaosi aonalisis MP/HP dari PHPI, memerintahkan Rekomendasi analisiz MP/HP 5 menit Dizposisi
Petegas  Administrasi  unduk  menyiogkan  Swrot Persetujuan
Pengeluaran Media Pambawa daori Tempat Pemazukan (KI-D7) dan
Surat Keteromgan Masuk Instalasi Koranfing lkan  (KI-D8)  untuk|
findakan karantina lekih lanjut di instalasi
Menyiopkon Surat Persetujean Pengeluaran Media Pembawa dari Disposisi 10 menit |- Surat Persetujuan Fengeluaran
Tempat Pemasukan [KI-D7) dan Suvrat Keterangan Masuk Instalasi Media Pembawa dar Tempat
Karantina lkan (KI-DB) don menyampaikan ke PHFI Pemasukon (KI-D7) dan Surat
Keterangam  Maoswk  Instolasi
Karantina lkan {KI-D8);
| - Surat Perinfoh  Pengawalan
MP/HP;
- 5P Pemerikzoon Kebenorom l=i
Dokumen;
- 5F Pemeriksaan Klinis;
- SP Pengambilan Contoh Uji
7 |Melokvkan pengawalon MP/HP ke instalasi karanfing ikan, dan Surat Persehujuan Pengeluaran| 240 menit |Loporan Hazil Pengawalan
melakukan pemeriksoan kesesuaion jenis, jumlah dan/fatou ukuran Media Pembawa dari Tempat
termasuk kematian ikan dan penempatannya di instalasi Pemasukan (KI-D7) dan Surat
Kstarangan Mazuk  Instalasi
¥ ranting lkan (KI-D8);
L Ko 1k KI-Da
- Surat Perintah Pengawalan;
- 5P Pemeriksoon Kebenoron lsi
Dokumen;
- 5P Pemeriksoan Klinis;
- 5P Pengambilan Contoh Uji
@ |Melakzanakan pemenkzaon  kesezuaion  jemis/jomlaR | dan oo Surat  Farintoh  Femenkzoon| 80 menit  |LHF Kebenaran lzi Dokomen Dilakzanakan &i 1K
ukuran media pembawa/hasil perikanan secara menyelurvh  di Kebenaran ls Dokumen
Instalasi Koranting lkan
9 |Meloksomakon pemeriksoon klinis MP dan membuat LHP Elinis Furat Perintah Pemeriksaan 30 menit LHP Elinis MP Dilaksanakan di 1K1
10 [Meloksamakon  pengombilan  sompel WP don membwot  LHP Surat Perintch  Pemgombilan| 30 menit LHP Pengombilan Contoh U Dilaksanakan di 1K1
Pemgambilan Sampel dan meloporhan hazilngs kepada Kepala Cantoh Ui

UPT,/Pejobat yang ditunjuk untuk didisposisi
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11 |Memerntahkan Petugas Loboratoriwm univk  melaksanakan LHPF Pemerikzaan Klinis dan| 5 menit Surat Perintah Pemerikzaan
pengujian contoh uji s2zuwai farget HPIK/mutu hasil perikanan Pengambilan Sampel Laboratorium
12 |Melakvkan pengujion dan membuat Laporan Hasil Uji  (LHL) Surat Perintah Pemerksaan| 4,5 har Laporan Hasil Lhji [LHU} |Penguijian laboratorium sesuai
laborotorivm Laboratorium Laboratorium target HPIK (parosit, bokberd, jomuwr
dan wirws) dan  muty haesil
perikanan
13 |Berdasarkan LHU loborotorivm [HPIK don Mutu Haosil Perikanan) dan LHP Klinis 10 menit Diisposisi Dilanjuikan S0P Perdokuwan
LHP klinis, membuat disposisi kepada Petugas Administrasi + LHU Laboratorivm (Penyakit llkan apabila LHU Lab menunjukkan
dan Mutu Haszil perikanan) MP terinfeksi HPIK geolongan II;
- atau
SOP pemwsnohon opabila WP
terinfeksi HPIK Goll / #dk
14 |Menyiopkan drof Sertifikat Pelepasan (KI-D12) Disposisi 5 menit Prraf Sertifikat Pelepasan (KI-D12)
—
15 |Menondatangani Sertifikot Pelepasan [KI-D12) Craf Serfifikat Pelepasan 5 menit Sertifikat Pelepasan
o p— (KI-D12) (KI-D1 2} ditandatangani
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PENJAMINAMN KESEHATAN IKAN DAN HASIL PERIKANAMN IMPOR RISIKC RENDAH

Pelaksana Kegiatan Mutw Baku
Mo, Uragian Kegiatan ) Keterangan
Petwgas Kepala UFT/Pejobat
Administrasi yang ditunjuk PHPI Kelengkopan Wakiu Chwrbpurt
1 [Menerima dan melokvkan pencataton PPE secara manual  serfa Diokumen yang dipersyaratkan 10 menit Ctraf Swurat Perintoh Pemerksoon
penginputan ke dolam Sisterkaroline Dokurmen
2 [Memerntohkan PHPI wntuk meloksanokan pemerksoaon kelenghkopan I Dokurmen yang 5 menit - Dokwumen yang diparsyoratkan;
dan keabsahan dokumen l' - dipersyoratkan; - Suvrat  Perintoh  Pemeriksoan
Diraf Surat Parintah Dokummean
Pemeriksoan Dokuwmen
3 |Melakukon pemerksoan kelengkaopan dan keabsohan dokwmen ] I Dokumen yamng 10 me=nit Laporan Hasil Pemeriksaoan
- dipersyorotkan; Kelengkapan  dan Eeabsaban
Surat Perintah Pemerksaan Dokumen
[ Dokumen
4 |Berdosarkan disposisi Kepala UPT/Pejobot yang ditwnjuk, menyiapkon Laporan Hasil Pemeriksaon| 5 menit Surat Perintoh  Analisis  Media|Dilanjutkan S0P Penohanan
Surgt Perindah Analisis Media Pembaowea Kelengkopan don  Keaobsahon Pembawa dan/abau Penclakan apabila
Dokumen dokumen dinyotakan tidak
1 lengkap//sah
5 |Me=lakukan analisiz madia pambowa serta rekomendaszinga Furat Perinfoh Analisic Media | 10 menit E=komendazi analisiz 8MP/HP
Pembawa
——
& |Berdosarkan rekomendasi analisis MP/HP dori PHPI, memerintahkon Rekomendasi analisis MP/HP 10 menit  Disposisi
Petugas Administrasi untuk menyiopkan Surat Perinfoh Pemerksoon
Kebemaran lsi Dekumen (Kesesuaian jenisfjumlah dan/atau ukuran)
—
7 |Menyiopkan Surat Perintoh Pemerksoon Kebe=noran lsi Dokumen Disposisi 5 menit Surat Perintah Pemeriksoon
{Keseswvmion jenisfjumlah don/otow vkuron medio pemboeo/hasil Kebenaran lsi Dokumen
p=rikanan)
|
8 |M=loksanokan pemerksoon ke=sssugion  jenis, jumlah donfoftow Surat Parintah Pemariksaon| 240 menit LHF Kebenaran lsi Dokumen Dilakvkan di dalam  kowosan
uvkuron medio pembowafhasil perkonon kemoedion membuoot LHP K=benaron lsi Dokwmen pab=an
Kebenaran lsi Dokumen untuk didisposisi oleh Kepala UPFT/Pejabat
yang Ditunjuk I
9 |Berdosarkan disposisi Kzpala UPT/Pejokat yang ditenjuk, menyiapkan I LHP Kzbenaran lsi Dokumen; 5 menit Diraf Surat Persetujwan|Dilanjutkan 5C0F Penolokan apabila
Surat Perzatujuan  Pangeluaran Media Pembowa dard Tempat - Dizposisi Pangaluaran Meadia Pambawa dari|terdapat ketidoksesuaian  jenis,
Permazuwkan (KI-D7) Tempat Pamaswkan [KI-D7T) jumlah danfatou ukuran
10 | Menondatangani Swrot  Persefujuan Pengslvaran Media Pembowo)  I— Diraf KI-DF 5 menit K1-O7 ditandatangani

dari Tempat Pemasukan ([KI-D7)
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2.2.5.

Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Masuk

No

Komponen

Uraian

1

Dasar Hukum

o p

UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan,;

PP No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

Permen KP Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pemasukan Media Pembawa HPIK
dari Luar Negeri dan dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

Permen KP No.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

Permen KP No. 43/PERMEN-KEP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Kepmen KP No. 56/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa
HPIK.

Persyaratan
Pelayanan

Permohonan Pemasukan Ikan dan Produk Perikanan Domestik:

— berupa barang bawaan dilakukan pada saat tiba di tempat pemasukan

— berupa barang muatan, kiriman pos atau benda lain dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan
Dokumen yang diperlukan untuk memperoleh Sertifikat Pelepasan (KI-D12) atau Surat Persetujuan Pengeluaran
Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7), yaitu:

— Surat Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK)

— Sertifikat Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik (KI-D2) untuk media pembawa bersyarat

— Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan (KI-D3) untuk media pembawa tidak bersyarat

— SAT-DN untuk ikan yang masuk dalam daftar Appendix

Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

=

Pemohon mengajukan permohonan pemasukan domestik ke Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) KIPM;

Petugas Administrasi menerima dan melakukan pencatatan permohonan secara manual serta penginputan data
kedalam sisterkaroline;

Permohonan yang diterima dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen;

Terhadap dokumen yang dinyatakan lengkap dan sah, dillanjutkan pemeriksaan kebenaran isi dokumen
(kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran);

Terhadap Ikan dan Hasil Perikanan yang telah sesuali jenis, jumlah dan/atau ukurannya, diterbitkan:

— Sertifikat Pelepasan (KI-D12), apabila dokumen dari area asal berupa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk
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Perikanan Domestik (KI-D2);
— Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7), apabila dokumen dari area
asal berupa Sertifikat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan (KI-D3).

4 Jangka Waktu 1 (satu) hari pelayanan sejak pelaporan diterima dan seluruh dokumen terpenuhi
Penyelesaian
5 Biaya/Tarif Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015, Dapat diunduh di www.bkipm.kkp.go.id
6 Produk a. Sertifikat Pelepasan (KI-D12)
Pelayanan b. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7)
7 Sarana, a. Sarana dan Prasarana
Prasarana - Ruangan/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, air conditioner, customer service, ruang
dan/atau tunggu dan sarana layanan pengaduan
Fasilitas - Peralatan perkantoran (Komputer, Printer, Filling cabinet, ATK dll)
- Sistem aplikasi pendukung pelayanan
- Sistem antrian
- Pengujian laboratorium
- Scanner barcode
b. Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di UPT KIPM
8 Kompetensi a. Petugas Administrasi/Operator: dapat mengoperasionalkan komputer dan aplikasi Sisterkaroline
Petugas b. Petugas Verifikator : cermat, teliti dan memahami ketentuan peraturan karantina ikan
Pelaksana c. Petugas Fungsional PHPI Terampil : pendidikan SUPM, D3
d. Petugas Penandatangan Sertifikat: ditetapkan dengan SK Penandatanganan Sertifikat
e. Petugas Penerima PNBP: ditetapkan dengan SK Bendahara PNBP
f. Petugas Customer Service; ramah, sopan, santun dan mengerti peraturan
9 Pengawasan a. Dilakukan oleh atasan langsung (Ka UPT KIPM /Pejabat yang ditunjuk)
Internal b. Dilakukan oleh Ka Puskari/Ka Pusat SKK
c. Dilakukan oleh Ka BKIPM
10 | Jumlah 4 (empat) orang dengan dibantu oleh personil pada UPT KIPM
Pelaksana
11 | Jaminan a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang
Pelayanan berkompeten di bidang tugasnya,
b. Adanya jaminan bebas dari KKN.
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12

Jaminan
Keamanan
Produk

o

Dokumen Sertifikat Pelepasan (KI-D12) atau Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat
Pemasukan (KI-D7) dicetak menggunakan kertas khusus, ditandatangani oleh Petugas Penandatangan Dokumen
dan dicap basah.

Dokumen Sertifikat Pelepasan (KI-D12) atau Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat
Pemasukan (KI-D7) diberi nomor seri kendali dan dibuat tindasannya

Dokumen Sertifikat Pelepasan (KI-D12) atau Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat
Pemasukan (KI-D7) diberi barcode

13

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat

Audit internal ISO 9001:2015

Monitoring dan evaluasi oleh Unit Eselon II BKIPM sebagai Pembina

Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

14

Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan

pla.o o

c.
d.

Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat

kepada :

- Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Kantor Sekretariat BKIPM, Gedung Mina bahari II Lt 6,
J1. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat

- Melalui Layanan Pengaduan pada web BKIPM ( http://www.bkipm.kkp.go.id)

- Dapat disampaikan melalui SMS ke nomor : 0821-18646466

- Kotak saran/pengaduan pada masing-masing UPTKIPM

Penanganan pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai

berikut::

- cek administrasi

- cek data dan/atau lapangan

- koordinasi internal/eksternal, dan

- koordinasi instansi terkait

Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada

15

Waktu
Pelayanan

Dilaksanakan sesuai dengan jam kerja/waktu layanan masing-masing UPTKIPM
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FPENJAMINAN KESEHATAN IKAN DAN HASIL PERIKANAN DOMESTIK MASUK

Pelaksana Kegiatan Mutu Baku
INo. Uraion Kegiatan - Keterangon
Petugas Eepala UPT/Fejabat Petugas
Administrosi yang ditunjuk PHA Laboratorium Kelengloapan Waldu Chutput
1 [Menerima don melokvkon pencototon PPE secara maonwal  serda Dokumen yong dipersyarotkan | 10 menit Draf Surat Perintoh |Dokumen dori area asal dopat
penginpuiaon ke dalam Sisterkarcline FPemeriksoon Dokumen berspa KI-D2 atou KI-D3
2 |[Memerintahkan PHPI untuk meloksanokan pemeriksaan kelengkopan 1 Diokumen yang 5 menit - Dokumen yang
don keabsohan dokumen dipersyaratkan dipersyaratan
- Dvaf Surat Perintah - Surat Perinfoh Pemeriksoon
Pemeriksaan Dokumen Dakumen
|
3 |Melakukon pemerksaon kelengkopan don keabsaohan dokumen Diokumen yang 10 menit  loporan  Haosil Pemeriksoan
dipersyorothkan Kelengkopon don Keobsahan
- Surat Perntah Pemerksoon Dokumen
r Diokumen
4 (Berdasarkan disposisi Kepala UPT/Pejobat yang ditunjuk, menyiaopkan Laporan Hasil Pemerdksoon 5 menit Surat Perintah
Surat Perintah Analisiz/ldentifikaszi Media Pembawa Kelengkopan daon Keabsohon [Analisis/|dentifikaszi Media
Dokumen Pembawa
5 |(Melakwkon analizsiz media pembaowa serta rekomend asinga L Furrot Perintah Analizis/ | 10 menit Rekomendosi
$ ldentifikasi Media Pembawa
r
4 (Berdaosarkon rekomendosi dar PHPI, menyiopkaon Surot Perintah Rekomendosi 10 menit Surat  Perintoh  Pemeriksaan
Pemeriksoon Kebenoron |lsi Dokumen  (Kesesugion  jenisfjumlab Kebenaran lsi Dokwmen
don/ataw wkuran)
7 |Meloksanokan pemeriksoon kesesvaion  jenis/jumlab don/atow Surat  Perimboh  Pemeribsoan| 60 menit LHP Kebenaran |si Dokuemen  |Dilaksonokan  di fempot-fempat
vkuran media pembaowa/hazil perikanon Ej Kebenaran lsi Dokumen pemaszuvkan
——
8 (Berdasarkan LHF Kebenaran =i Dokumen, membuat disposisi kepada LHF K=benaran lsi Dokwemen 10 menit
Petugas Administrosi untuk memyiopkon drof Sertifikot Peleposan
(KI-D12) otow Surot Persetujean Pengeluoron MP/HP dor Tempat
pemasukan (KI-D7)
? [Menyiopkan drof Sertifikot Pelepasan (KI-012) otau Surat Persetujuan Dlispooesizi 5 menit Diraf Sertifikot  Peleposan Kl-D12 diterbitlan, apabila
Pengeluaran MP/HP dar Tempat pemasvkan (KI-D7F) a [KI-D12); ataw MP/HF dari area asal dilengkopi
- Surat Persetujuan dengaon KI-DZ;
Pengelugran  MP/HP  dan KI-D7 diterbitkon, apabila
Tempaot pemasukaon (KI-DF) MP/HP dari area asal dilengkapi
dengan KI-D3
10 |Meanandaotangani {KI-D72) atau (KI-0O7) Drot KI-D12 ataw KI-D7 5 menit KI-D12 atau KI-D7

ditandatangani
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2.2.6. Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) Milik Pemerintah dan Badan Hukum
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum a. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

b. PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.

c. Permen KP Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pemasukan Media Pembawa HPIK
dari Luar Negeri dan dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

d. Permen KP No0.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

e. Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.

f. Permen KP No. 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan.

g. Permen KP No.32 /PERMEN-KP/2015 pengganti Permen No.46/2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

h. Permen KP No. 43/PERMEN-KEP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2 Persyaratan a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk pemohon perorangan;
Pelayanan b. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan, untuk pemohon badan
hukum;

c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. Surat keterangan kepemilikan/ surat perjanjian kontrak/ sewa;

e. Surat keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau Dinas Kabupaten/ Kota yang
membidangi perikanan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha di bidang
perikanan;

f. Dokumen mutu karantina ikan.

3 Sistem, Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (IKI) Kelas A
Mekanisme dan
Prosedur a. Pengajuan permohonan Sertifikat IKI kepada Kepala Badan melalui Kepala UPT KIPM setempat dengan disertai
fotokopi persyaratan administrasi.
b. Pelaksanaan verifikasi terhadap kelengkapan kesesuaian dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan oleh

PHPI UPT KIPM.
Pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai IKI (PHPI UPT KIPM) dan penyusunan laporan hasil penilaian IKI.
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d. Pelaksanaan evaluasi hasil penilaian IKI oleh Tim Evaluasi UPT KIPM

e. Penerbitan Rekomendasi hasil penilaian IKI oleh Kepala UPT KIPM disampaikan kepada Kepala Badan cq. Kepala
Pusat melalui fasilitas elektronik.

f. Pelaksanaan evaluasi terhadap rekomendasi hasil penilaian instalasi oleh Tim Evaluasi Pusat.

g. Penerbitan Rekomendasi Sertifikat IKI Kelas A oleh Kepala Pusat.
h. Penerbitan Sertifikat IKI kelas A yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
Catatan:

— Sertifikat IKI berlaku selama 1 (satu) tahun.
— Hasil inspeksi dan verifikasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perpanjangan Sertifikat Instalasi
Karantina Ikan.

Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (IKI) Kelas B

a. Pengajuan permohonan Sertifikat IKI kepada Kepala Badan melalui Kepala UPT KIPM setempat dengan disertai
fotokopi persyaratan administrasi.

b. Pelaksanaan verifikasi terhadap kelengkapan kesesuaian dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan oleh

PHPI UPT KIPM.

Pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai IKI (PHPI UPT KIPM) dan penyusunan laporan hasil penilaian IKI.

Pelaksanaan evaluasi hasil penilaian IKI oleh Tim Evaluasi UPT KIPM

e. Penerbitan Rekomendasi hasil penilaian IKI oleh Kepala UPT KIPM disampaikan kepada Kepala Badan cq. Kepala
Pusat melalui fasilitas elektronik.

f. Pelaksanaan evaluasi terhadap rekomendasi hasil penilaian instalasi oleh Tim Evaluasi Pusat.

o0

g. Penerbitan Rekomendasi Sertifikat IKI Kelas B oleh Kepala Pusat.
h. Penerbitan Sertifikat IKI kelas B yang ditandatangani oleh Kepala Pusat.
Catatan:

— Sertifikat IKI berlaku selama 1 (satu) tahun.
— Hasil inspeksi dan verifikasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perpanjangan Sertifikat Instalasi
Karantina Ikan

Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (IKI) Kelas C

a. Pengajuan permohonan Sertifikat IKI kepada Kepala Badan melalui Kepala UPT KIPM setempat dengan disertai
fotokopi persyaratan administrasi.

b. Pelaksanaan verifikasi terhadap kelengkapan kesesuaian dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan oleh
PHPI UPT KIPM.
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c. Pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai IKI (PHPI UPT KIPM) dan penyusunan laporan hasil penilaian IKI.
d. Pelaksanaan evaluasi hasil penilaian IKI oleh Tim Evaluasi UPT KIPM
e. Penerbitan Rekomendasi hasil penilaian IKI Kelas C oleh Kepala UPT KIPM disampaikan kepada Kepala Badan cq.
Kepala Pusat melalui fasilitas elektronik.
f. Penerbitan Sertifikat IKI kelas C yang ditandatangani oleh Kepala UPT KIPM.
g. Catatan:
— Sertifikat IKI berlaku selama 1 (satu) tahun
— Hasil inspeksi dan verifikasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perpanjangan Sertifikat Instalasi
Karantina Ikan..
Jangka Waktu a. Maksimal 6 (enam) hari pelayanan sejak pelaporan diterima dan seluruh dokumen terpenuhi untuk Sertifikasi
Penyelesaian Instalasi Karantina Ikan Kelas C.
b. Maksimal 10 (sepuluh) hari pelayanan sejak pelaporan diterima dan seluruh dokumen terpenuhi untuk
Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan Kelas A dan Kelas B
Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya (GRATIS)
Produk Sertifikat Instalasi Karantina Ikan Kelas A, B dan/atau C
Pelayanan
Sarana, a. Sarana dan Prasarana
Prasarana - Ruangan/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, customer service, air conditioner, ruang
dan/atau tunggu dan sarana layanan pengaduan
Fasilitas - Peralatan Kantor (Komputer, Printer, Filling cabinet, ATK, dll)
- Sistem aplikasi pendukung pelayanan
- Sumber Daya Manusia yang kompeten
- Alat Pendokumentasian Kegiatan Penilaian
- Kuesioner/Cek List Penilaian kelayakan instalasi
- Alat Transportasi
- Peralatan pendukung Internet
- Scanner barcode
b. Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di BKIPM dan UPT KIPM
Kompetensi a. Petugas Customer Service : ramah, sopan, santun dan mengerti peraturan
Petugas b. Petugas Administrasi: dapat mengoperasionalkan komputer dan aplikasi IKI on line
Pelaksana c. Petugas Verifikator : cermat, teliti dan memahami dokumen persyaratan penetapan IKI
d. Tim Evaluasi Pusat dan UPT KIPM : cermat, teliti dan memahami ketentuan teknis IKI
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e. Tim Penilai IKI : Fungsional PHPI Ahli yang telah mengikuti diklat penilaian IKI
9 Pengawasan a. Dilakukan oleh atasan langsung (Ka UPT KIPM/Pejabat yang ditunjuk).
Internal b. Dilakukan oleh Ka Puskari.
c. Dilakukan oleh Ka Badan KIPM.
10 | Jumlah S (lima) orang dengan dibantu oleh personil pada UPT KIPM
Pelaksana
11 | Jaminan a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang
Pelayanan berkompeten di bidang tugasnya,;
b. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar (pungli) dan gratifikasi;
c. Adanya kompensasi apabila tidak sesuai dengan Maklumat Pelayanan.
12 | Jaminan Dokumen Sertifikat Instalasi Karantina Ikan dicetak menggunakan kertas khusus, ditandatangani oleh Pejabat
Keamanan yang Berwenang dan dicap basah.
Produk b. Dokumen Sertifikat Instalasi Karantina Ikan diberi barcode.
13 | Evaluasi Kinerja a. Monitoring dan evaluasi oleh Unit Eselon II BKIPM sebagai Pembina
Pelaksana b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
14 | Penanganan a. Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui
Pengaduan, surat kepada :
Saran dan - Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Kantor Sekretariat BKIPM, Gedung Mina bahari II Lt
Masukan 6, Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat
- Melalui Layanan Pengaduan pada web BKIPM ( http://www.bkipm.kkp.go.id)
- Dapat disampaikan melalui SMS ke nomor : 0821-18646466
- Kotak saran/pengaduan pada masing-masing UPTKIPM
b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai
berikut :
- cek administrasi
- cek data dan/atau lapangan
- koordinasi internal/eksternal, dan
- koordinasi instansi terkait
c. Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada
15 | Waktu Dilaksanakan sesuai dengan jam kerja/waktu layanan masing-masing UPTKIPM
Pelayanan
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PENJAMINAN KELAYAKAN INSTALASI KARANTINA IKAN (IKI) MILIK PERORANGAN/ BADAN HUKUM KELAS A

Pelaksana Kegiatan Mutu Baku
Mo Uraian Kegiatan Petugas Kepala . .| Petugas - - Keterangan
Administrasi | UPTPejabat | PHPIUPT | 1™ ﬁ;aT'“‘“' Administrasi | Kepala Pusat 'é"a';“a': T"“;"':a':""s' Kelengkapan Vaktu Output
UPT yang ditunjuk Pusat
1 [ Menerima permahanan, dokumen persyaratan dan registrazi Dokumen  kelengkapan| 19menit | Tanda terima
( Magi ) administrazi dan dokumen kelengk.apan berkas
ity k.arantina ik.an
2 | Menugask.an PHP untuk. melaksanak.an: - Dokumen yang| 0 menit | Surat Tugas Werifikasi
dipersyaratk.an Dokumen
- Werifikazi  (kelengkapan, kesesusian  dan  keabsahan) [:l - Oraft  Surat  Tugas
dokumen yang dipersyaratk.an Werifik.asi Dokumen
- Analizis dan evaluazi Dokumen Mutu Karantina lkan
3 |Melakzanakan verifikasi kelengkapan, kesesuaian, kesbsahan - Surat  Tugaz Merifikasil 120 menit |Laporan Hasil Werifikasi
dokumen yang dipersyarathan, serta analisiz dan evalasi I:] Dokumen Dokumen
dokumen muty karanting ikan dan penerbitan Lembar Hasil - Dakumen yanyg
Pemeriksaan [LHP) bezerta rekomendasi dipersyaratk.an
- Lembar Werifik.azi
kelengk.apan dokumen
4  Menugaskan PHP unituk. melaksanak.an Penilaian K] Laparan Hasil Yerifik asi Smenit  |Lembar Disposisi Surat
|:’:| Dokumen Tugaz Penilaian K]
b |Mencetak Surat Tugaz Penilaian K] dan menyampaik.an ke PHPI Draft Surat Tugas Penilaian | Smenit | Surat Tugas Penilaian K]
-
E |Melakzanskan Penilsian K dan membuat Laporan Haszil - Surat Tugas Penilaian k] | 485 menit |Laporan Hasil Penilzian| Cilaksanak.an di
Penilaian K] - Berkaz dan kelengkapan ] Inztalasi Kl yang akan
pendukung penilaian K] dinilai
- Draft laporan hasil
] penilaizn K]
T [Melakzanakan Evaluazi hazil penilaian K] - Surat Tugas Evaluazihasil| Smenit  |LaporanHasil Evaluazi
penilaian IK] Penilaian K]
- Laparan penilaian K]
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& | Menerbithan Rekomendazi Hasil Penilzian K] - LHP Penilaian IK] 10 menit | Rekomendasi Hazil
- Draft  rekomendasi - hasi Penilaian K]
penilaian [K]
3 | Menyampaikan rekomendasi hasil penilaian 1] melalui fasilitas Rekomendasi Hazil Penialaian | 10 menit | Surat Pengantar
elektronik Fickomendazi hazil
penilaian [KI
10| Menugaskan Tim Evaluasi untuk melakuban evaluasi rekomendasi Draf Zurat Tugas Evaluasi Smenit | Surat tugas Evaluasi
penilaian [K] I:‘:I kielengkapan dokumen
1| Melakzanakan  cvaluasi rekomendasi bazil penilaian K] S2m3 - Surat tugas Evaluasi 15 menit | Laporan Hasil Evaluasi
penerniian Bporan fasll aahss! Diakumen yang
dipersyarathan
- Draft laporan hazil evaluasi
12 | Menerbitkan Rekomendasi Instalazi Karantin kan Kelas & - Laporan Hazil Evaluasi 10 menit | Rekomendasi penerbitan
E:l Sertifibat K] Kelaz &
13 | Mencetak Sertifibat Instalazi Karantina lkan kelaz & - Rekomendasi penerbitan 10 menit | Draft ertifikat K] Eelas &
! Fertifikat K] Kelaz &
- Blanka Sertifikat K]
14 | Menandatangani dan menerbitkan Sertifikat Instalasi Karantina lkan - Dokumen Pendukung S0 menit | Sertifikat K] Kelas &
Kelaz & - Diraft Sertifikat (K]
|
15 | Menerima Sertifikat [E] Kelas & dan disampaikan Kepada Fepak Sertifikat K] Kelas & 0 menit | 3urat Pengantar ke UPT

UPT EIPRA melalui fazilitas elektronik

KIFM
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PENJAMINAN KELAYAKAN INSTALASI KARANTINA IKAN (IKI) MILIK PERORANGAN/ BADAN HUKUM KELAS B

adminiztrazsi dan dokumen
mutu karantina ikan

berkas

Pelaksana Kegiatan Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Petugas Kepala - .| Petugas - . Keterangan
Tim Eval Tim Eval
Adwinistrasi | UPTPejabat | PHRIUPT | T2 | Aduinistrasi | Kepala Pusat | ' p 0 X Keleagkapan Wikt Dutpat
UPT Jang ditllili Pl_sit
1 | Menerima permohonan, dokumen persyaratan dan registrazi Dokumen kelengkapan| 15 menit | Tanda terima kelengkapan
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penilaian K]
- Laparan penilaian K]

Penilaian K]

2 | Menugaskan PHP] untuk melakzanakan: - Dokumen yang|  10menit [ Surat Tugas Yerifikasi
dipersyaratkan Dokumen
L
- Merifikazi [kelenghapan, kesesuaian dan keabsahan) dakumen E:l - DOraft Surat Tugas
yang dipersyaratkan Werifikasi Dakumen
- Analisiz dan evalyasi Dokumen Muty Karanting an
3 |Melaksanakan  verifikasi kelengkapan,  kesesuaian,  keabsahan - Zurat  Tugas  Merifikasi] 120 menit  Laporan Hasil Verifikasi
dokumen yang dipersyaratkan, serta analizis dan evalvasi dokumen I::‘ Dokumen Dokumen
muty karantina ikan dan penerbitan Lembar Hasil Pemerikzaan [LHP) - Dokumen yang
bezerta rekomendasi dipersyaratkan
- Lembar Werifikazi
kelenghapan dakumen
4 [ Menugazkan PHPT untuk melaksanakan Penilaian K] | Laparan Hazil Yerifikasi Smenit | Lembar Disposizi Surat
|::| Dokumen Tugaz Penilaian K]
5 | Mencetak Surat Tugas Penilaian K] dan menyampaikan ke PHPI Diraft Zurat Tugaz Penilaian Smenit | Surat Tugas Penilaian K]
[':l IE1
6 | Melaksanakan Penilaian K] dan membuat Laporan Hasil Penilaian K] - Zurat Tugas Penilaian IK] 455 menit [ Laporan Hasil Penilaian K] ( Dilaksanakan di Instalazi
:l - Berkaz dan kelengkapan Kl yang akan dinilai
pendukung penilaian K]
- Oraft  laporan hasil
penilaian K]
T | Melaksanakan Evaluazi hazil penilaian K] v - Zurat Tugas Evaluasi hasil|  3menit | Laporan Hasil Evaluasi




& | Menerbitkan Rekomendasi Hasil Penilaian K] - LHP Penilaian (K] 10 menit | Rekomendasi Hasil
- Draft  rekomendasi* hasil Penilaian K]
penilaian K]
3 [Menyampaikan rekomendazi hasil penilaian K] melalii fagilitas Rekomendasi Hazil Penialsian | 10 menit | Surat Pengantar
clehtronik Rieckomendasi hasil
penilaian [K]
10 [ Menugazkan Tim Evaluazi untuk melakukan evaluasi rekomendasi Diraf Furat Tugas Evaluasi Smenit | Zurat tugas Evaluasi
penilaian [K] |:‘:| kelengkapan dokumen
11 [Melakzanaban  evaluazi rekomendazi hazil penilaian K] 22z - Furat bugaz Evalyasi 15 menit | Laporan Hazil Yerifikasi
penerbiian taporan fasll alhas] Dokumen yang
dipersyarathan
= Diraft laporan hasil Evaluasi
12 [ Manerbithan Fekamendasi Instalazi Karanting an Kelaz B - Laparan Hazil Evaluasi 10 menit | Rekomendasi penerbitan
|::| Fertifikat K] Kelas B
13 [ Mencetak Sertifikat Instalasi Karanting lkan kelaz B - Rekomendasi penerbitan 0 menit | Draft Sertifikat K] Kelas B
Furtifibiat K] Kelaz B
- Eflanka Fertifikat 1K1
14 | Menandatangani dan menerbitkan Sertifikat Instalazi Karanting lkan - Dokumen Pendukung J0menit | Sertifikat K] Kelag B
Kelaz B 1 - Draft Zertifikat K]
15 [Menerima Fortifikat K] Kelaz B dan disampaikan Kepada Kepala Fortifikat K] Kelas B 10 menit | Surat Pengantar ke URT

UPT KIPM melalui Fazilitas elektranik

¥

{ Solosa )

KIFM
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PENJAMINAN KELAYAKAN INSTALASI KARANTINA IKAN (IKI) MILIK PERORANGAN/ BADAN HUKUM KELAS C

Pelaksana Kegiatan Mutu Baku
No, Uraian Kegiatan Petugas Tim Evaluasi Keterangan
Administrasi Kepala UPT PHPI UPT UPT Kepala Pusat Kelengkapan Walktu Cutput
UPT
1 |Menerima permohonan, dokumen persyaratan dan registrasi Dokumen kelengkapan| 15 menit |Tanda terimsa kelengkapan
|: Mulai ’ administrasi dan dokumen berkss
mutu karanting ikan
2 |Menugaskan PHP| untuk melaksanakan: - | Dokumen yang| 10 menit [Surat Tugas Verifikasi
dipersyaratian Dickumnen
y
- Verifikasi (kelengkapsn, kesesusian  dan  keabsshan) - Draft  Surst  Tugas
dokumen yang dipersyaratian Verifikasi Dokumen
- Analisis dan evaluasi Dokumen Mutu Karantina lkan
3 |Melsksanakan versifikasi kelengkspan, kesesuaian, keabsshan - Surat Tugass Verifikasi| 120 menit [Laporan  Hasil  Verifikasi
dokumen yang dipersyarstean, serta analisis dan evaluasi Dokumen Dokumen
dokumen mutu karsnting ikan dan penerbitan Lembar Hasil - Dokumen yang
Pemeriksaan [LHF) beserta rekomendasi dipersyaratian
- Lembar Verifikasi
kelengkapan dokumen
4 |Menugaskan PHP| untuk melaksanakan Penilaian (K] v Laporan Hasil Verifikasi B menit |Lembar Disposisi Surat
Elj Dokumen Tugsas Penilaian [K]
5 |Mencetsk Surat Tugas Penilaizn K] dan menyampaikan ke Draft Surat Tugas % menit |Surat Tugas Penilaian K]
PHPI Penilzian 1K
& |Melsksanakan Penilaian K|l dan membuat Lsporan Hasil - Surat Tugas Penilaian| 485 menit |Laporan Hasil Penilaian|Dilsksanakan di Instalasi

Penilaian K
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Berias dan kelengkapan
- pendukung penilaisn K]

Draft  laporan  hasil
mrnilminna 1]

1Kl

Kl yang akan dinilai




T | Melaksaniakan Evaluasi hasi penilaian K] | - Swat Tugas Evaluasii Smenit [LaporanHasil Evaluasi
j hasil perilzian K] Perilzian k]
E - Laparan penilian K]
B |Menerbitkan Rekomendasi Instalasi Karantina kan Kelas C dan v - LHP Perilaian K] Tmenit  |{Rekomendasi Hasi
melaporkan ke Kepala Pusat S L D - Draft rekomendasi hasi Perilzian K]
penilzian K]
—
3 |Mencetak Sertifikat Instalasi Karanting lkan kelas C - Rekomendasipererbitan | Smerit  (Draft Sertifikat K] Kelas C
Sertifikat K| Kelas C
- Blarko Seifikat k]
10 | Menandatangani dan menerbitkan Sertifikat Instalasi Karanting - Dokumen Pendukung Smenit | Sertifikat K] Kelas C
lkanKelas C S - [hraft Sertifikat K]
|2 Menerima Sertifikat K] Kelas C — Sertifikat K] kelas C Smenit | Tanda terima Serifikat K]

b. menyampaikan Kepada Penggunalayanan

¢ melaporkan kepadakepala Pusat melali basiitas elektronik

KelasC
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2.2.7. Penjaminan Penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) di Instalasi Karantina Ikan
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum a. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
b. PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan
c. Permen KP Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pemasukan Media Pembawa HPIK
dari Luar Negeri dan dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia
d. Permen KP No. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
e. Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan
f. Permen KP No. 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan
g. Permen KP No.32 /PERMEN-KP/2015 pengganti Permen No.46/2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
h. Permen KP No. 43/PERMEN-KEP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
2 Persyaratan a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk pemohon perorangan.
Pelayanan b. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan, untuk pemohon badan
hukum.
c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
d. Instalasi Karantina Ikan (IKI) yang telah disertifikasi.
e. Dokumen Mutu Karantina Ikan.
f.  Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah mengikuti pelatihan CKIB (dibuktikan dengan Sertifikat pelatihan yang
diikuti).
3 Sistem, Sertifikasi CKIB Kelas A di Instalasi Karantina Ikan (IKI)
Mekanisme dan
Prosedur a. Pengajuan permohonan SCKIB kepada Kepala Badan melalui Kepala UPT KIPM setempat dengan disertai fotokopi
persyaratan administrasi.
b. Terhadap IKI milik perorangan atau badan hukum yang akan disertifikasi CKIB wajib dilakukan penilaian
kelayakan IKI (Sertifikasi IKI) sesuai dengan persyaratan dan tata cara Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan.
c. Penerbitan Pakta Integritas yang ditandatangani pengguna layanan (perorangan atau badan hukum) dan Kepala
UPT KIPM yang merupakan kesepakatan untuk melaksanakan penerapan CKIB.
d. Pelaksanakan monitoring CKIB dan survailan HPIK/ HPI tertentu di IKI milik perorangan atau badan hukum oleh
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UPT KIPM dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Pusat.
Pelaksanakan inspeksi CKIB di IKI milik perorangan atau badan hukum oleh inspektur karantina ikan.

f. Penerbitan rekomendasi hasil inspeksi CKIB oleh Kepala UPT KIPM disampaikan kepada Kepala Badan cq. Kepala
Pusat melalui fasilitas elektronik.

g. Pelaksanaan evaluasi rekomendasi inspeksi CKIB oleh tim evaluasi Pusat.

h. Penerbitan Rekomendasi SCKIB Kelas A oleh Kepala Pusat.

i. Penerbitan SCKIB kelas A ditandatangani oleh Kepala Badan.

Catatan:

- SCKIB berlaku selama 1 (satu) tahun.

- Selama masa berlaku SCKIB tersebut, pemilik IKI wajib menjaga konsistensi penerapan CKIB di IKI tersebut.

- Selama masa berlakunya SCKIB tetap dilakukan monitoring penerapan CKIB dan survailan HPIK/ HPI tertentu
secara periodik oleh UPT BIKPM

- Monitoring, survailan dan inspeksi sebagaimana di atas digunakan sebagai dasar untuk perpanjangan SCKIB.

Sertifikasi CKIB Kelas B di Instalasi Karantina Ikan (IKI)

a. Pengajuan permohonan SCKIB kepada Kepala Badan melalui Kepala UPT KIPM setempat dengan disertai fotokopi
persyaratan administrasi.

b. Terhadap IKI milik perorangan atau badan hukum yang akan disertifikasi CKIB wajib dilakukan penilaian
kelayakan IKI (Sertifikasi IKI) sesuai dengan persyaratan dan tata cara Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan.

c. Penerbitan Pakta Integritas yang ditandatangani pengguna layanan (perorangan atau badan hukum) dan Kepala
UPT KIPM yang merupakan kesepakatan untuk melaksanakan penerapan CKIB.

d. Pelaksanakan monitoring CKIB dan survailan HPIK/ HPI tertentu di IKI milik perorangan atau badan hukum oleh
UPT KIPM dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Pusat.

e. Pelaksanakan inspeksi CKIB di IKI milik perorangan atau badan hukum oleh inspektur karantina ikan.

f. Penerbitan rekomendasi hasil inspeksi CKIB oleh Kepala UPT KIPM disampaikan kepada Kepala Badan cq. Kepala
Pusat melalui fasilitas elektronik.

g. Pelaksanaan evaluasi rekomendasi inspeksi CKIB oleh tim evaluasi Pusat.

h. Penerbitan Rekomendasi SCKIB Kelas B oleh Kepala Pusat.

i. Penerbitan SCKIB kelas B ditandatangani oleh Kepala Pusat.

Catatan:

- SCKIB berlaku selama 1 (satu) tahun.

- Selama masa berlaku SCKIB tersebut, pemilik IKI wajib menjaga konsistensi penerapan CKIB di IKI tersebut.

- Selama masa berlakunya SCKIB tetap dilakukan monitoring penerapan CKIB dan survailan HPIK/ HPI tertentu
secara periodik oleh UPT BIKPM

- Monitoring, survailan dan inspeksi sebagaimana di atas digunakan sebagai dasar untuk perpanjangan SCKIB
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Sertifikasi CKIB di Instalasi Karantina Ikan (IKI) Kelas C

a. Pengajuan permohonan SCKIB kepada Kepala Badan melalui Kepala UPT KIPM setempat dengan disertai fotokopi
persyaratan administrasi.

b. Terhadap IKI milik perorangan atau badan hukum yang akan disertifikasi CKIB wajib dilakukan penilaian
kelayakan IKI (Sertifikasi IKI) sesuai dengan persyaratan dan tata cara Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan.

c. Penerbitan Pakta Integritas yang ditandatangani pengguna layanan (perorangan atau badan hukum) dan Kepala
UPT KIPM yang merupakan kesepakatan untuk melaksanakan penerapan CKIB.

d. Pelaksanakan monitoring CKIB dan survailan HPIK/ HPI di IKI milik perorangan atau badan hukum oleh UPT
KIPM dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Pusat.

e. Pelaksanakan inspeksi CKIB di IKI milik perorangan atau badan hukum oleh inspektur karantina ikan.

f. Pelaksanaan evaluasi hasil penerapan CKIB oleh tim evaluasi UPT KIPM.

g. Penerbitan rekomendasi hasil inspeksi CKIB oleh Kepala UPT KIPM disampaikan kepada Kepala Badan cq. Kepala
Pusat melalui fasilitas elektronik.

h. Penerbitan SCKIB kelas C yang ditandatangani oleh Kepala UPT KIPM.

Catatan:

- SCKIB berlaku selama 1 (satu) tahun.
- Selama masa berlaku SCKIB tersebut, pemilik IKI wajib menjaga konsistensi penerapan CKIB di IKI tersebut.

- Selama masa berlakunya SCKIB tetap dilakukan monitoring penerapan CKIB dan survailan HPIK/ HPI tertentu
secara periodik oleh UPT BIKPM

Jangka Waktu a. Maksimal 10 (sepuluh) hari pelayanan sejak pelaporan diterima dan seluruh dokumen terpenuhi untuk Sertifikasi
Penyelesaian Instalasi Karantina Ikan Kelas C.
b. Maksimal 12 (dua belas) hari pelayanan sejak pelaporan diterima dan seluruh dokumen terpenuhi untuk
Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan Kelas A dan Kelas B
Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya (GRATIS)
Produk Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik (SCKIB) Kelas A, B dan/atau C
Pelayanan
Sarana, a. Sarana dan Prasarana
Prasarana - Ruangan/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, customer service, Air Conditioner, ruang
dan/atau tunggu dan sarana layanan pengaduan,;
Fasilitas - Peralatan perkantoran (Komputer, Printer, Filling cabinet, ATK, dll);

- Sistem aplikasi pendukung pelayanan,;
- Alat Pendokumentasian Kegiatan Penilaian;
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- Kuesioner/Cek List Inspeski Penerapan CKIB di instalasi;
- Alat Transportasi;

- Peralatan pendukung Internet;

- Scanner barcode.

b. Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di BKIPM dan UPT KIPM
8 Kompetensi a. Petugas Customer Service: ramah, sopan, santun dan memahami peraturan
Petugas b. Petugas Administrasi: dapat mengoperasionalkan komputer dan aplikasi IKI on line
Pelaksana c. Petugas Verifikator: cermat, teliti dan memahami dokumen persyaratan penetapan instalasi
d. Tim Evaluasi: cermat, teliti dan memahami ketentuan teknis instalasi karantina ikan
e. Inspektur Karantina: Petugas Fungsional PHPI Ahli yang telah mengikuti memiliki nomor registrasi dan telah
ditetapkan oleh kepala badan KIPM
9 Pengawasan a. Dilakukan oleh atasan langsung (Ka UPT KIPM /Pejabat yang ditunjuk)
Internal b. Dilakukan oleh Ka Puskari
c. Dilakukan oleh Ka BKIPM
10 | Jumlah S (lima) orang dengan dibantu oleh personil pada UPT KIPM
Pelaksana
11 | Jaminan a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang
Pelayanan berkompeten di bidang tugasnya,
b. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar (pungli) dan gratifikasi.
c. Adanya kompensasi apabila tidak sesuai dengan Maklumat Pelayanan
12 | Jaminan a. Dokumen Sertifikat Cara Karantina lkan yang Baik di Instalasi Karantina lkan dicetak menggunakan kertas
Keamanan khusus, ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang dan dicap basah.
Produk b. Dokumen Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik di Instalasi Karantina Ikan diberi barcode
13 | Evaluasi Kinerja a. Monitoring dan evaluasi oleh Unit Eselon II BKIPM sebagai Pembina
Pelaksana b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
14 | Penanganan a. Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat
Pengaduan, kepada :
Saran dan — Petugas Penerima Keluhan/Pengaduan di PTSP, Alamat Kantor : Gedung Mina bahari IV Lt 1, Jl. Batu, Gambir -
Masukan Jakarta Pusat

— Melalui Layanan Pengaduan pada web BKIPM ( http: / /www.bkipm.kkp.go.id)
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http://www.bkipm.kkp.go.id/

— Dapat disampaikan melalui SMS ke nomor : 0821-18646466
— Kotak saran/pengaduan pada PTSP
b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai
berikut :
— cek administrasi
— cek data dan/atau lapangan
— koordinasi internal/eksternal, dan
— koordinasi instansi terkait
c. Respon pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada

15

Waktu
Pelayanan

Dilaksanakan sesuai dengan jam kerja/waktu layanan masing-masing UPTKIPM
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PENJAMINAN PENERAPAN CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK (CKIB) KELAS A DI INSTALASI KARANTINA IKAN {IKI)

Pelaksana Kegiatan Mutu Baku
o Uraian Kegiatan s Petugas Kapala Petugss Keterangan
. P*l"&'ll'k Administias | UPTIejatatyang |  PHRIUPT '"‘P'ﬁ:tT"' W1 wamimetrest T'"'Pm”“' Kepala Pusst | Kepala Baan Kekngezpan Wartu Output .
LUPT ditun|uk Pugat ]
1 |Menerima parmononzn, diiumen persaraan dan TE;E'.B'EJ - MJ'I'E'IEET;EBB'I 15 menk '.-ra'lja '.E”'THKEE'I';ESE'I :ET;';J'E la{.'am 'l'.'-aJ|:l memillkl
Wia amlsiraz| e K] g S dleenis|
- | Documen mut karaniina
K
- Serifiat ] yang mash
nertzie)
2 [ Whenerien Pacs 'I:E-;”EE-:.‘-B'I'; ﬂlﬁ'ﬂa?'r;aﬂ pEnggIna H:.'a'la'l s=5l DrafiPaita 'I:E';”EE- Smann  |Paidz 'I'.ET';HBE
Kegala LT KIPIA Femateral

s

Memugasian PHP| uniuk melaksanaian Monforing Penerapan CKIB dan
Sunaltan HPEHP lerenfy

TN (0] digRrsaraan

Smeni

Lesmiar Disposisl MonRoring
Penerapan CKIE dan
Sunelin HPRHP leneniy

L |Wenoeta Surzl Togzs WonRoring Peneraen CHID 62 Sunalizn D2t Sural Tuges Pz | Smedl |geurE Tugas MonRarg
HPEHD tenty { Penzragan CHE dan
Sz SRR e
]
5 [Welzklezn MorRorig Pererzpan CHE, Sunallzn FRED] Enel - | Sura Tuges Wenfaring | 1400 menlt |- |Comeon U] - Wanarig Penerapan CHE
2 meeTiouz Laporan Hsll keglzian Penaragan CKIS 62 - Laparzn el ULSY) | e Sunglizn HRESS eny
Sunllzn =PEER) ety - Lzparan Mzl Morkoring | dllsksanzeandl
- Berizs o kekngianEn Pengrzmn CKEdan |- gl SRR ey
penung Uk Sunlizn =PEER sesaltarget ) dlizksanzkan dl
Moy Peneragen ety =, URT KM
CHIB dan Sunallan
HERT ferety
[ Dlpxkel f0menR  [Surat Tugas iespeksl CKIB  (Inspeks! dilsian 3panlla hesll

Menerbifian Sural Tugas Inspeks| CKIB

Sunslian negatil HPEHP lereniy
dl K

7 [ Witk respeks] CKIB dan memiouat laparan hasll keglztan
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0T TUgas Fepaie] B
Belzs G kelngianm
e spek| CKS
Drat laporan sl speis]
KB

950 menkt

Laporan Hasll Inspeks] CKIB

Dilizksarnaian di K




B | VEneroman Rexomenzs riasl peks] CRE Laporan rizsil epekel TOMen® | esomenizs] Fzsll Fepekel
CHE
T [Wenyampakan Tekomendzs] Resl apekel CRE meahl aiies RECeTEnEs] izl espekl | JOMmeni  [5ura Penganar
el CHE Rekiemenizs hesll nspeis]
CHE
10 h'eu;askm Tin Bvalizsl otk melien ezlizsl reeomendss }IE‘EJE’.T};&E- =] 10 menkt SJH'.T};EIE- ==
Inspes] CHE elenghapan ockmen
1 |Wieakeanaian evalizs! TENCeeniasl Nasl mepaksl RIS Gan menoua - ural huges BVl TEmen | Laporan Fizal vz
Laparan nzsll el - | Choleumen yang
dlpersjErain
- | Dra izporan hzsll evahuzs!
7 |WEneroian FeRmEnizsl Seniia] Car Raraina ian jang 6ok ol BElEsl | TOmen | Rekomenassl peneriEn
Kelas A Saritica 305 Kiats A
|
15 |Mencetak Seriiiia! Cara Karaniing I jang Bk keias A - RekomEndzs] pereriEn | 10meni | D3 Senifial CRS Relas A
Seriii! C05 Kalzs A
- | Blanin Serifil CHE
T4 | Neranaaangan Senikal Cara Farariina Aan jang Eak s A | DokuTEn Pening SOMEN|GeniiE) B e A
- |Dra Sentii CKE
5 |Meneria Senifil Cara Farha b3 j@ bak Vs A o et 305 Fes A Tomenk |Gl Pengaiar ke UFT

disampalan Kegada Kepala UPT KIFM melall tsliRss eledronk

Celosai

KW
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PENJAMINAN PENERAPAN CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK (CKIB) KELAS B DI INSTALASI KARANTINA IKAN (IKI)

Pelaksana Kegiatan Mutu Baku
Mo Uraian Kegiatan Pt Patugas Keterangan
- LfEs Kapala UPT/Ps|abat, Tim Evaluzgl
Kelangiapan Output
Pemilik 1K Administrss! UPT | yang itunjuk PHPIUPT  [Inspsictur KI UPT Mn;l:;ttml Pusst Wepala Pusst rapa Wigkty p
1 |Menzrima permononan, domen persjaratan dan regltrasl — - Doinmen kekengianan fimenl [Tandatermakslengianan  [Penggun tajEnan wallo memilk
iz i g susEn dkeanrEs|
- Do it karaniing an
Sariifical W yang mezh
- bertzn
2 |Menerolan Pans iegritss yang dREndatanganl pengguna IEEnEn o DrafPata imegritzs Bermateral]  Smenl  [Paica iergriss
Kepala UPT KIPM
- -
3 [Memugasian PHRI Ui melzisangian MonRorig Penerzpen CHIE dan Dirumen yang dipersyarain sment  |Lemioar Dlsposisl MorRaring
Sunllan HPEHR e Penarapan CKIB dan Sunelln
HPBUHP] ferenty
—
4 |Menzetan Surat Tugas MonRaring Pengragan CHIE dan Sunallan HPR/HP Dt Surat Tugas Penlialzn B | Smenl |Surzt Tugas Mankorg
teren Penzraan CKIB dan Sunelian
HPBUHP] feneny
]
5 (Matziuizn Monmaring Peneranen CHEB, Sunglian HPRUSR] ety dan - | Surat Tugas Manfaring 1400 menik [~ | Conson LI - MonRaring Peneranan CHIE dan
memionuzt Lagaran Hasll keglztn Penaranan TS dan - |Laparan Hasll UJl {LHL) Sungllan HPEIHR e
Sunllan HPR/HR e - Laparan Hasll Mormaring dllzkzarien ol
Berkzs dan heknghagen Pemeragan CHE dan - Penigutan HREIHP] ferenty
- |penduiung uniuk MonRoring Sunglizn HPRHR et | sesugl langed o)l diizksanzkan dl
Pemaranan CHIE dn 120, LT KR
Sunllzn HPR/HR e
6 |Menerbiian Sural Tugas inspeks] CKIE ¥ Dleposlsl 10menk | Surat Tugas Inspeksl CKIB ngoeis] dliziuican zpanliz hasll
Sunvzlan megattt HRRHR nei dif
5
T | Mielaiuican Inspeks] CHIS dan memioat poran hasll kaglatan - | Surat Tugas nepaksl CKIE S0menk  |Laporan Hasll inspaksl CXE | Ditzksanaan dl instalas] K
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3 |Menzrofen Reiomendzs| =zl neoeis] CKE Lanaran =zl msneiz 10ment  |Reiomendzs] Szsll ngoeks|
]
9 [Wenyamnzicen reamendzs| rsll Insgers] CHIS metzll sliizs sk Remenzs] sl nepees] 10menn  [Sura Pengatiar Rekmenizs]
C¥EB sl Inspeks] CHE
10 {Mergasian Tim Evaluzs] ik melaoian ealuzs! reomendas! nspeks) Dzl Surat Tuges Evalas] 10menft | Sural fugas Evaluzsl
KB lelengianan dokumen
11 [Welzkzanzkan syaluzs] rekomendzs] mesll iepeksl CHE ez memnus - | Surat hugas Bvakis] 15ment  |Lanaran Hzsll Bl
faparan nzsll 2Ehzs] - DR g clpersaraten
Drart lzgoran el ez luzs)
12 | Mieneroiian Rekomendzs] Seriiflat Cara Karaning ben ang ek Kelss B - | L3poran Hasll Bvakzs! 10menk | Fiskomendzsl penertlan
el CHE Kelzs B
13 [Mencetsk Seritfiat Cara Karantina lan yang Bak kelas B - Foegomendas] penerofan 10ment  |Draf Seriifka CXIE Kelss B
Semiical OB Kelas B
- Bilzrio Seriifiet CXIE
13 [Wermndztanganl can menerofien Senffiel Cara Karziina han g Sak - Dokuen Peniuiong Wmen [Senfie S Kalzs B
kel3s B - | Dral Senmal CKB
15 |Menerima Seriffiat Cara Karanfina kan jang Bak kelzs B dan dizampakan Serifka CHIE Kels B 10menR | Surat Penganiar ke UFT KIFM

Kepada Kegala UPT KIPM metall SsiiRss elkitnonk

{ Galesai )
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PENJAMINAN PENERAPAN CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK (CKIB) KELAS C DI INSTALASI KARANTINA IKAN (IKI)

Pelaksana Kegiatan Mutu Baku
M. Uraian Kegiatan Fetugas Kepala . . Keterangan
Pemilik IKI| Administrasi | UPT/Pejabat | PHPIUPT '"ﬁ‘g‘}” Ki| Tim EI“;T'”“' Kepala Pusat Kelenglapan Waktu Output
UPT yang ditunjuk
Menerima permohonan, dokumen persyaratan dan registrasi - Dokumen kelengkapan 15 menit |Tands terima kelengkapan |Pengguna layanan wajib

sdminiztrasi

- Dokumen mutu karanting
ikan

- Sertifikat IK] yang masih
berlaku

berkas

memiliki 1KI yang sudsh

disertifikasi

2 |Menerbitian Pakta Integritas yang ditsndstangani  pengguns Draf Pakts Integritas S menit |Pakts Intergritas
lzyanan dan Kepalas UPT KIFK ! Bzrmaterai
e > ]
3 |Menugaskan PHPI untuk melaksanakan Monitoring Penerapan Diokumen yang Emenit |Lembar Disposisi
CKIB dan Surveilan HPIK/HPI tertentu dipersyarathan Monitoring Penerapan
CKIB dan Surveilan
— HPIK/HP tertentu
4 |Mencetak Surat Tugas Monitoring Penerapan CKIB dan Survailan Draft Surat Tugas Penilsian| 5 menit | Surat Tugas Monitoring
HF|K/HF tertentu 1Kl Penerapan CKIB dan
Surveilan HPIK/HPI
1 tertentu
5 |Melskukan Monitoring Penerapan CKIB, Swurvailan HPIK/HPI E:l - Surat Tugas Monitoring | 1400 menit (- Contoh Uji - Monitoring Penerapan CHIB|
tertentu dan membuat Laporan Hasil kegiatan Penerapan CKIB dan - |Laporan Hasil Uji {LHU) dan Survailan HPIK/HP|
Survailan HPIK/HPI - Laporan Hasil Monitoring tertentu dilaksanakan di IKI
tertenty Penerapan CKIB dan - Pengujian HPIK/HPI
- Berkas dan kelengkapan Survailan HPIK/HPI tertentu sesuai target uji
pendulung untuk tertentu dilaksanakan di lsb. UPT
Monitoring Penerapan KIPM
CKIB dan Survailan
HPIH/HPI tertentu
& |Menerbitkan Surat Tugas Inspeksi CHIB W Disposisi 10 menit  |Suwrat Tugas Inspeksi CKIB| Inspeksi dilakukan apabila
hasil Survailan negatif
HPIK/HP tertentu di K]
|
T |Melskukan Inspeksi CHIB dan membuat laporan hasil kegistan - Burat Tugas Inspeksi| 530 menit |Laporsn Hasil Inspeksi Dilsk=anakan di Instalasi Kl
- CKIB CKIB
Berkas dan kelengkapan
- pendukung Inspeksi
CKIB
Draft  laporan  hasil
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Inspeksi CKIB

b. menyampaikan Kepada Pengguna layanan

melaporkan kepada Kepals Pusat melslui fasilitas slektronik

§ [Melzksanakan evaluss hasil penerapan CHIB serts membuat [j - Laparan Monitoring| 15 menit Laporan  Hasil Ewaluasi
I3poran hazil kegiatan Penerapan CKIB, Fenerapan CKIB
Surveilsn HFIK/HFI
tertzntu
- Laporan Hasil [nspeksi
CKIB
- Draft  laporan hasil
evaluasi
5 |Menerbitkan Rekomendasi Sertifikat Cara Karanting [kan yang I R A SN Laporan Haszil Evaluasi 10 menit | Rekomendasi penerbitan
Baik Kelzs C dan melsporkan hasil rekomendasi melalui fasilitas |:| Fenerapan CKIB Sertifikat CKIB Kelzs C
glktronik
10 Mencetak Sertifikat Cara Karanting lkan yang Baik kelas C [] - Rekomendasi penerbitan | 10 menit |Draft  Sertifikat CHIB
Sertifikat CHIB Helas C Helas C
- Blankn Sertifikat CKIB
1| Menandatangani dan mensrbitkan Sertifikat Cara Karanting [kan - Dokumen Pendukung W menit | Sertifikat CKIB Kelss C
yang Baik kelzs C - Draft Bertifikat CHIB
12|a. Menzrima Sertifitat K] Kelas C Sertifikat CHIB Kelas © | 10 menit |Tands terima Sertifikat

CKIEKels C
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2.2.8. Penjaminan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berbasis HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)

No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum a. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi UU No.45 Tahun 2009
b. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
c. PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
d. PP No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai
Tambah Produk Hasil Perikanan
e. PP No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan
f.  Permen KP No. 19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
g. Permen KP NOMOR: PER.25/MEN/2011 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan
h. Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan
i. Permen KP No. 43/PERMEN-KEP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
j-  Kepmen KP No. 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada
Proses Produksi
2 Persyaratan a. Surat [jin Usaha Perdagangan (SIUP), dan/atau Ijin Usaha Perikanan (IUP); dan/atau Tanda Daftar Usaha
Pelayanan Perikanan;
b. Akta Notaris Pendirian Perusahaan di bidang Pengolahan Hasil Perikanan;
c. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
d. Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP)
e. Panduan Mutu HACCP
3 Sistem, a. UPI membuat surat permohonan penerbitan sertifikat HACCP
Mekanisme dan b. Melakukan evaluasi kelengkapan dokumen permohonan
Prosedur c. Melakukan perencanaan inspeksi UPI berdasarkan permohonan UPI dan program tahunan inspeksi
d. Menugaskan Tim Inspektur Mutu untuk melakukan inspeksi lapangan
e. Melakukan desk audit,Inspeksi lapang dan membuat laporan hasil inspeksi
f. Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas laporan hasil inspeksi
g. Memberikan rekomendasi penilaian berdasarkan laporan hasil inspeksi dan menyiapkan konsep sertifikat
penerapan HACCP
h. Melakukan evaluasi hasil inspeksi dan kinerja tim inspeksi
i. Melakukan verifikasi hasil rekomendasi penilaian serta menyampaikan konsep sertifikat penerapan HACCP
j. Melakukan verifikasi hasil evaluasi tim Komisi Approval dan konsep sertifikat penerapan HACCP
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k.

1.

Menandatangani sertifikat penerapan HACCP
Mengirimkan sertifikat penerapan HACCP yang telah ditandatangani kepada UPI

— Apabila belum juga mampu memenuhi persyaratan, maka Sertifikat Penerapan HACCP dicabut.
— Sertifikat Penerapan HACCP berlaku untuk 1 (satu) tahun

4 Jangka Waktu 15 (lima belas) hari
Penyelesaian
S Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya (GRATIS)
6 Produk Sertifikat Penerapan HACCP
Pelayanan
7 Sarana, a. Sarana dan Prasarana
Prasarana - Ruangan/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, customer service, Air Conditioner, ruang
dan/atau tunggu dan sarana layanan pengaduan
Fasilitas - Peralatan perkantoran (Komputer, Printer, Filling cabinet, ATK, dll)
- Sistem aplikasi pendukung pelayanan
- Alat Pendokumentasian Kegiatan Penilaian
- Kuesioner/Cek List Penilaian kelayakan instalasi
Peralatan pendukung Internet
b. Fas111tas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di BKIPM dan UPT KIPM
8 Kompetensi a. Kepala BKIPM (Pejabat Penandatangan) : Pejabat Eselon I yang membidangi Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
Petugas dan Keamanan Hasil Perikanan yang ditetapkan dengan SK Menteri
Pelaksana b. Sekretaris BKIPM Selaku Ketua Komisi Approval : Pejabat Eselon II yang ditetapkan dengan SK Kepala BKIPM
c. Komisi Approval : Inspektur mutu dan ditetapkan dengan SK Kepala BKIPM sebagai Tim Komisi Approval
d. Kepala Pusat SM selaku Penanggung Jawab Teknis : Pejabat Eselon II yang ditetapkan dengan SK Kepala BKIPM
e. Kepala Bidang : Pejabat Eselon III yang membidangi Inspeksi dan Verifikasi yang ditetapkan dengan SK Menteri
f. Kasubid : Pejabat Eselon IV yang membidangi sub bidang Inspeksi dan sub bidang Verifikasi yang ditetapkan
dengan SK Menteri
g. Petugas Inspektur Mutu : Petugas yang mempunyai nomor registrasi inspektur mutu dan ditetapkan melalui SK
Kepala BKIPM
9 Pengawasan a. Dilakukan oleh Ka Pusat SM
Internal b. Dilakukan oleh Ka BKIPM
10 | Jumlah Minimal 9 (sembilan) orang
Pelaksana
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11 | Jaminan a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang
Pelayanan berkompeten di bidang tugasnya,
b. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar (pungli) dan gratifikasi.
c. Adanya kompensasi apabila tidak sesuai dengan Maklumat Pelayanan
12 | Jaminan a. Dokumen Sertifikat Penerapan HACCP dicetak menggunakan kertas khusus, ditandatangani oleh Kepala Badan
Keamanan KIPM dan dicap basah.
Produk b. Dokumen Sertifikat Penerapan HACCP diberi nomor seri dan nomor sertifikat serta dibuat salinannya
13 | Evaluasi Kinerja a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
Pelaksana b. Audit internal ISO 9001:2015
c. Supervisi oleh Unit Eselon II BKIPM sebagai Pembina
d. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
14 | Penanganan a. Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat kepada :
Pengaduan, — Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Kantor Sekretariat BKIPM, Gedung Mina bahari II Lt 6, Jl. Medan
Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat
Saran dan — Melalui Layanan Pengaduan pada web BKIPM ( http://www.bkipm.kkp.go.id)
Masukan — Dapat disampaikan melalui SMS ke nomor : 0821-18646466
— Kotak saran/pengaduan pada masing-masing UPTKIPM
b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
— cek administrasi
— cek data dan/atau lapangan
— koordinasi internal/eksternal, dan
— koordinasi instansi terkait
c. Respon pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada
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PENJAMIN

AN PENERAFPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU BERBASIS HACCFP (HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS)

Mutu Baku
Mo Uraian Kegiatan Hiapals Fusat Hiapals Sub Hioenilsl Ten Inspeicur Keterangan
g Hensis SHIFM | Sekretzris SHIFM "&EHP Wemais Bidang [ o , o= Watsnguapan Wty Ottt g
Silang | Apgrona My

1 [Menarima surat permononan darl U dan menoisnosision kenass Do Pammaononan LIF S el | Dokuwman Parmiononsr LS Lk 1P parmanjangan Tidsk pariy

¥Kepals Sidang uniuk di Sirdak amnjus Lesminar Dilsposis) mengajulcan penmohonan. sudan
Sencarfum daksm prograe rspeies
i

2 |Merugasiksn Wapals Sub Edeang uuk melsiucan  avaiiss l Cwoloumean Panmohonan LS S mank Cwoloumean Panmohonan LIS

o bargicaro ROKLITIN DEToNOnan % Lasminar Disposis Lasminar Disposis
—

3 |Melskucan evaluss] kelangicapan doloamen permononan, kermudian Duoloumen Permohonan 'UP 10 menit Duoloumen Permohonan IUP
malsporkan kenmcs Kansls Siiang Uk Darancanssn ISl Lasminar Disposis Lasminar Disposis
APy Fonm Pamariicsaan Mabangicarn molumen|

P Banu
—

4 |Meremcarsionn kegilstar Inspeles] Derdessrior perrmoicman UIP] dan Dot neloas parmioicran dan 10 meank  |Korsen SPT Rulsl Ssiven Inl SOP berision ssma unuk
program tanunan Mspeies], kerudian melaporcan kepads Sanels Darmanjangan 'UF DAMMICNOran 0an Danmenangan
Pusa SMEHF

S [Mermgesican Tim nspeiour Moty unmuk melsiookcen inspek) Monman SFT 10 mani:  |SPT
g

& |Melsluican desk audE inspeics] apang dan membuat laporan has) sSFT T har Bericas InSspeics) T Inspeichur muty Sendir] dar] Inspeiour
respeics] Serta melaporcan kepads Kepals Pusst SMEHF melaib Form Inesgesics) Laporan Hasll nsspeics) Ry s dam Inspeicur it IUFET
Heoaly Bang of wanels S0 Soeng KIFM

T |metsioscan pamariosaan kelangioanen Darkas: Laporsn Rl nmnei Sarkas Inmpei Smenl | Sencas s Mmmuinini gl Fonm ana
) melanoncan lox Kansls Sicang Laporan Hasil s Laporan Hasil s

Form Kendall Proses Sartifllcas] HADTP
S [MemDericsn rekcemandas] penllslsn Demisancsn  Laporan e Sarkas Inmpei 10 Menl | Sences e ¥ominicl Mangiisl Form Mokl dan Form
D] A FSraDoan Konmen Sarifisn paneranen HACCP Laporan Hasil s Laporan Hasil s Reakomarita
Fonm Maroall Proses Sarics Fonm Manoall Proses, Sarsifices] HACCP
HADTP Form Rsloomendas] Hasll rspeies)
Forsepn Sartila: HADDP
9 |Melsiucan svwabuss] hasil nspeics] dan knera Tm nspeics) Bericas Inspeics) 3 e Bericas InSspeics) ¥Komis] Approsal mesmineriican catatan
Lagporar Harsll Inspeies: Laporar Hasll Inspeies sk Form eradaill dam Form
Form Karaisll Proses Sertifilos) Form Kandall Proses Serifleas] HAGDP | Relcrmeridas
HADCP Form Relcmendes] Hasll rspeies
Fonm Rakormantas] Hall nmnei Monman Saricar HACCP
Mo Sarmiicat HADCTP
10 |Me=ialouican  weriflices) Fusrs nefooemerias) penillalan  sSera Bericas Inspeics) 1 Pt Bericas InSspeics) Menandatangani pada Form
menyampalican konsep seriificy penerapan HAGCP Laporan Hasll nspeics) Laporan Hasll nspeics) Fsfoomendias] senagal pernangung
Form Relkcmendes] Hasll nspeies Form Relkcmerndes] Hasll sl Bevwisins Iresmenios
Hormean Sertiflet HADCP Formen Sertiflet HADCP
11 |Mistsioicar varificas] Fll ayiom] T Kormis] Anprovsl gan konsan Laporan Hasil s 1 eare Laporan Hasil s Marargacsngan] paes Form
marmfican pareramen HACCE Fonm Rakormantas] Hall nmnei Fonm Rakommentas] Hasll Nk Rakommaras] Saneg] et Ko
Mo Sarmiicat HADCTP Moo Sariicat HADTP fal-= gt
12 |Mansndacangen] sarifian paneranan HACCP Laporan Hasil s 1 eare Laporan Hasil s
Form Rsloomeandas] Hasll rspeies) Form Rsloomendas] Hasll rspeies)
Morsep Sartifliea: HASDP Seartillcat HASDP

1% |Mergirimican seertiiksn PR AT HACCE  yang  xlal L Lagporar Harsll Inspeies: 1 kard Sertifilcat HADCP

ikt lepeds LIF] Form Relkcmendes] Hasll nspeies Swraft Pengartar

Seriililcat HADDF

el Sy Sarima
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2.2.9.

Pengurusan Ijin Ekspor (Approval Number/Nomor Registrasi) Produk Perikanan ke Negara Mitra

No

Komponen

Uraian

1

Dasar Hukum

o op

UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi UU No.45 Tahun 2009

UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

PP No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai
Tambah Produk Hasil Perikanan

PP No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan

Permen KP No. 19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan

Permen KP No. 43/PERMEN-KEP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kepmen KP No. 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada
Proses Produksi

Persyaratan
Pelayanan

Persyaratan Dokumen :

— Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Pusat Sertifikasi Mutu (Khusus ke Korea harus mencantumkan
email, nomor telepon/ Fax dan nama pimpinan UPI)

— Foto copy sertifikat HACCP yang masih berlaku

— Surat pernyataan pemanfaatan approval number/nomor registrasi

— Form Appendix 3 (untuk Vietnam).

Persyaratan Waktu Pengajuan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum periode pendaftaran

Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

poop|o

e ™

Petugas Administrasi Menerima dan mencatat permohonan nomor registrasi ekspor dari UPI

Kepala Pusat SM Memberikan disposisi untuk menindaklanjuti permohonan nomor registrasi

Kepala Bidang HPK Memberikan disposisi untuk memeriksa kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen
Tim Verifikator Melakukan verifikasi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen serta membuat konsep
surat pengajuan pendaftaran nomor registrasi

Kepala Bidang HPK Menerima, mengoreksi dan mengusulkan konsep surat pengajuan pendaftaran Nomor
registrasi

Kepala Pusat SM Menandatangani surat pengajuan pendaftaran nomor registrasi ke Negara Mitra

Petugas Adminstrasi Mengirimkan surat pengajuan pendaftaran nomor registrasi ke Negara mitra
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h.

i.
AE

Petugas Administrasi Menerima hasil persetujuan pendaftaran nomor registrasi dari Negara mitra dan membuat
konsep sertifikat pengesahan nomor registrasi UPI

Kepala Pusat SM Menandatangani sertifikat pengesahan nomor registrasi UPI

Petugas administrasi Menyerahkan sertifikat pengesahan nomor registrasi UPI

4 Jangka Waktu 6 (Enam) hari kerja terhitung dari dokumen dinyatakan lengkap, siap untuk didaftarkan sesuai dengan periode waktu
Penyelesaian pendaftaran dan menyerahkan sertifikat pengesahan nomor registrasi UPI.
S Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya (GRATIS)
6 Produk Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI
Pelayanan
7 Sarana, a. Sarana dan Prasarana
Prasarana - Ruangan/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, customer service, ruang tunggu dan
dan/atau sarana layanan pengaduan
Fasilitas - Komputer, Printer, Filling cabinet, ATK
- Nomor antrian
- Sistem aplikasi pendukung pelayanan
b. Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana
8 Kompetensi a. Kepala Pusat SM selaku Penanggung Jawab Teknis : Pejabat Eselon II yang ditetapkan dengan SK Kepala BKIPM
Petugas b. Kepala Bidang : Pejabat Eselon III yang membidangi Inspeksi dan Verifikasi yang ditetapkan dengan SK Menteri
Pelaksana c. Tim Verifikator : Petugas yang Ditunjuk oleh Kepala Bidang HPK, Cermat dan teliti
9 Pengawasan a. Dilakukan oleh Ka Pusat SM/SKK
Internal b. Dilakukan oleh Ka BKIPM
10 | Jumlah Minimal 4 (empat) orang
Pelaksana
11 | Jaminan a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang
Pelayanan berkompeten di bidang tugasnya,
b. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar (pungli) dan gratifikasi.
c. Adanya kompensasi apabila tidak sesuai dengan Maklumat Pelayanan
12 | Jaminan a. Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI dicetak dan ditandatangani oleh Kepala Pusat SM dan dicap basah.
Keamanan b. Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI diberi nomor sertifikat serta dibuat salinannya
Produk
13 | Evaluasi Kinerja a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
Pelaksana b. Audit internal ISO 9001:2015
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o 0

Supervisi oleh Unit Eselon II BKIPM sebagai Pembina
Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

14

Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan

Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui

surat kepada :

— Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Kantor Sekretariat BKIPM, Gedung Mina bahari II Lt
6, Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat

— Melalui Layanan Pengaduan pada web BKIPM ( http: //www.bkipm.kkp.go.id)
— Dapat disampaikan melalui SMS ke nomor : 0821-18646466

— Kotak saran/pengaduan pada masing-masing UPTKIPM

Penanganan pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai
berikut :

— cek administrasi

— cek data dan/atau lapangan

— koordinasi internal/eksternal, dan

— koordinasi instansi terkait

Respon pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada
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PENGURUSAN IJIN EKSPOR (APPROVAL NUMBER/NOMOR REGISTRASI) PRODUK PERIKANAN KE NEGARA MITRA

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Pe_tu_gas . Kapus SM Kepala Bidang HPK Tim Verifikator Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Administrasi
1 |Menerima dan mencatat permohonan nomor registrasi Surat permohonan |10 menit Formulir permohonan |Appendix 3 khusus untuk nomor registrasi
ekspor, menyiapkan lembar disposisi dan menyampaikan ke dan Lembar dan Lembar disposisi |ke Vietnam
Kepala Pusat SM disposisi, Surat
pernyataan Appendix
3
Sertifikat HACCP.
2 |Menerima surat permohonan nomor registrasi dan v Surat permohonan |10 menit Formulir permohonan
memberikan disposisi kepada Kepala bidang Harmonisasi : dan Lembar dan Lembar disposisi
dan Penanganan Kasus (HPK) disposisi, Surat
pernyataan Appendix
3
Sertifikat HACCP
3 |Membuat disposisi ke Tim Verifikator untuk memeriksal Surat permohonan |10 menit Formulir permohonan
kelengkapan dan keabsahan dokumen ¥ dan Lembar dan Lembar disposisi
disposisi, Surat
pernyataan Appendix
3
1 Sertifikat HACCP
4 |Melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Surat pernyataan 3 hari Laporan Hasil
dan membuat draft pengajuan pendaftaran nomor registrasi Appendix 3 Verifikasi dan Draf
Sertifikat HACCP Pengajuan
pendaftaran nomor
registrasi
5 [Menerima, mengkoreksi dan mengusulkan draft pengajuan \ 4 Laporan Hasil 60 menit Draf Pengajuan
ke Kepala Pusat SM Verifikasi dan Draf pendaftaran nomor
:: Pengajuan registrasi dikoreksi
[ pendaftaran nomor
6 |Menandatangani surat pengajuan pendaftaran nomor Draf Pengajuan 10 menit Pengajuan
registrasi ke Negara Mitra pendaftaran nomor pendaftaran nomor
registrasi dikoreksi registrasi
ditandatangani
7 |Mengirimkan surat pengajuan pendaftaran nomor registrasi Pengajuan 2 hari Pengajuan
ke Negara mitra pendaftaran nomor pendaftaran nomor Pengajuan Pendaftaran Nomor Registrasi ke Negara
registrasi registrasi dikirim Mitra dilakukan secara kolektif dan sesuai periode
ditandatangani waktu pendaftaran
8 [Menerima hasil persetujuan pendaftaran nomor registrasi Surat pemberitahuan |60 menit Surat pemberitahuan |Waktu persetujuan pengajuan pendaftaran
dan membuat konsep sertifikat pengesahan nomor registrasi persetujuan (email) persetujuan (email) nomor registrasi tergantung dari Otoritas
v N
serta menyerahkan kepada Kepala Pusat SM Cj Kompeten Negara Mitra
9 |Menerima dan menandatangani sertifikat pengesahan Sertifikat 10 menit Sertifikat pengesahan
registrasi UPI A 4 pengesahan Noreg Noreg UPI
| I UPI
10 [Menyerahkan Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI Sertifikat 10 menit Sertifikat pengesahan

ke Pemilik UPI

v

Selesa

pengesahan Noreg
UPI

Noreg UPI
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2.2.10. Penyelenggaraan

Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan

.

No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum a. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
b. PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan
c. Permen KP No. PER. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
d. Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan
e. Permen KP No. 43/PERMEN-KEP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
2 Persyaratan a. Mengisi formulir pendaftaran
Pelayanan b. Membawa bukti pembayaran PNBP
3 Sistem, a. Kepala BUSKIPM menyampaikan surat pemberitahuan keikutsertaan uji profisiensi kepada calon peserta uji
Mekanisme dan profisiensi.
Prosedur b. Calon peserta melakukan pendaftaran dan membayar PNBP keikutsertaan uji profisiensi kepada Bendahara
Penerima.
c. Petugas administrasi menerima dan merekapitulasi peserta uji profisiensi dan menyampaikan kepada Manajer
Teknis.
d. Manajer Teknis melakukan verifikasi data peserta, kemudian menyampaikan ke Tim Skema Uji Profisiensi (SUP).
e. Tim SUP menyiapkan objek uji profisiensi (OUP) serta mendistribusikan kepada peserta
f. Peserta secara serentak melakukan uji profisiensi sesuai waktu yang ditetapkan
g. Peserta mengirim hasil uji profisiensi kepada tim SUP
h. Tim SUP melakukan analisa, evaluasi dan menyusun Interim Report hasil uji profisiensi peserta.
i. Manajer Teknis melakukan verifikasi Interim Report dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengujian HPI, Mutu,
dan Keamanan Hasil Perikanan untuk didisposisi
j- Kepala Seksi menyampaikan Interim Report kepada Kepala BUSKIPM untuk disetujui
k. Petugas administrasi menyampaikan Interim Report kepada peserta

Tim SUP mengevaluasi dan membuat Final Report dan sertifikat keikutsertaan serta menyampaikan kepada
Manajer Teknis untuk diverifikasi
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m. Kepala Seksi melakukan verifikasi Final Report dan sertifikat keikutsertaan serta menyampaikan kepada Kepala
BUSKIPM untuk disahkan.

n. Petugas administrasi menyampaikan Final Report dan sertifikat keikutsertaan uji profisiensi kepada peserta

4 Jangka Waktu 7 (tujuh) hari kerja (diluar waktu pendaftaran, pengiriman OUP, pengujian OUP dan konfirmasi hasil interim report).
Penyelesaian
S Biaya/Tarif Rp. 1.500.000 per parameter (sesuai PP 75 Tahun 2015)
6 Produk Final Report dan sertifikat keikutsertaan uji profisiensi
Pelayanan
7 Sarana, a. Sarana dan Prasarana
Prasarana - Ruangan/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, customer service, Air Conditioner, ruang
dan/atau tunggu dan sarana layanan pengaduan
Fasilitas - Peralatan Kantor (Komputer, Printer, Filling cabinet, ATK,dll)
- Laboratorium Pengujian
- Sumber Daya Manusia yang kompeten
b. Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di BUSKIPM
8 Kompetensi a. Petugas Administrasi/Operator: Dapat mengoperasionalkan komputer
Petugas b. Tim SUP : Analis dan Penyelia
Pelaksana c. Manajer Teknis:
— Pendidikan minimal S1/D4;
— Telah mengikuti pelatihan :
- Teknis Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
- SNIISO/IEC 17043:2010
- Audit Internal
- Kaji Ulang Manajemen
— Telah berpengalaman sebagai Penanggungjawab laboratorium pengujian minimal 3 tahun
— Memiliki keterampilan dalam penyeliaan pengujian HPI/HPIK, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
9 Pengawasan a. Dilakukan oleh atasan langsung (Ka UPT KIPM)
Internal b. Dilakukan oleh Ka BKIPM
10 | Jumlah 6 (enam) orang dengan dibantu oleh personil pada UPT KIPM
Pelaksana
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11 | Jaminan a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang
Pelayanan berkompeten di bidang tugasnya,
b. Adanya jaminan bebas dari KKN.
12 | Jaminan a. Final Report dan sertifikat keikutsertaan uji profisiensi
Keamanan b. sertifikat keikutsertaan uji profisiensi
Produk
13 | Evaluasi Kinerja a. Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen
Pelaksana b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
14 | Penanganan a. Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat
Pengaduan, kepada :
Saran dan - Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Kantor Sekretariat BKIPM, Gedung Mina bahari II Lt 6,
Masukan JI. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat
— Melalui Layanan Pengaduan pada web BKIPM ( http://www.bkipm.kkp.go.id)
— Dapat disampaikan melalui SMS ke nomor : 0821-18646466
— Kotak saran/pengaduan pada masing-masing UPTKIPM
b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai
berikut :
— cek administrasi
— cek data dan/atau lapangan
— koordinasi internal/eksternal, dan
— koordinasi instansi terkait
c. Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada
15 | Waktu Senin-Kamis: 08.00 - 14.00 WIB
Pelayanan Jumat: 08.00 - 11.30 WIB

13.00 - 14.00 WIB
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PENYELENGGARAAN UJI PROFISIEN 51 BAGI LABORATORIUM PENGUJIAN HPIK, MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Palaisana Mutu Baku
Mo Uratan Kegistan Mﬁ#rml Kapata Batal Kzsls Pangu]tan Mana|sr Teknis Tim SUP Bandahara PNEP Pacarta Kelangkapan ity output Ketarangan
1 [Mengirimicn urat DETIDEr REMET Surst  PenEwaran 10 menkt Sural  PenEwaran
pereknggaraan J)l profiskens] kepada cakon e kmgiran dan Empian
meEena
1
2 |menerima pemninayEran PSR kelutsertsan u)l Foremulir 10 menk sk Formullr | Pendafaran
profislens] darl peseria u)l MendaRar dan Weksiserzan LP Keksserzan UR kekrsenan selama 1
memiEyEr PNER kelutsenzan )l profislkensl dan ool St seforan PNER |oulan
pETIOEyEran
[
3 kAemerima dan merskamiulzs] pEsaa, skam Farrmulir 30 menk Hasll rekspRulzs]
emudian meryampaikan ke MT Wekfserzan LE esara
Eeuict] selaran
oNER
]
4 |mMemeriiczsl  data ===l kemudian =asll  rekaoRulzs] 15 meni Hasll verimeas|
meryampalan ke Tim Skema U Profiskens] Peserta dan kslEn Pesera
(E=ue ol
5 | mienytapcan Oojex LI Profskens] (OUF), sena A Damar  Pesana 50 menk QU dan tzmpiran Fariya sampal
mendistriousian kepeda  peserE Uk ek un pengiriman ke 353
dilsiouicn penguian S —— I— Profiskens] (OUF) pergIriman
Deserts
mpilrannya
6 |Menerima menganalisls,  mengeaiissl | Laparan Hasll & Farl Dira® mRerim
membust Ierkn Report, Flual Report dan ¥ Pengu)ian QUR Report Firal
Sanifkat Keloisenzan serfz memamoakan ke Fepari dan
MT Sernifat
ekrsersan
T |Memerifices] imterim Report, Final Report dan Dra® imterim 120 menk =asll veries]
Senifkal  Kelotsenzan  senmz melEporkan Fepart, Final Dram rierim
NepEda kaske pengian Fepart dan Foeport Firal
Sertiict Foeport dan
WeltsersaEn Sertiiat
1 -
& |Memvertics] interim Feport, Final Repa dan Hasll  wertiasl &0 menit Dra® fnal imerkn
Senifiat Kekstserman seria melaporan Drat rierim Foeport Firal
Wenads Hepals Salal Fepart Firal Foepart dan
Femart dan Sertiiat
Senifi Walotsarzan
Eelssaenzan
9 |MenerimE dan mengesatican Imerim Repat Dra® fral imerim 30 menkt rierim Foeport
Finzl Renon dan Serfiket Kelkotsenizen, sems Femart Firal Final Report dam
memeriianicsn Pefugas  Adminlsiras] uniuk Foepart dan Sertiit
mendistriouskan kepads pesera Senifi Walotsarzan
SelSsernasn
10 | Mengirimican inferin Repori, Final Repart dan F— mierkn Report 10 menk mRerim Report
‘Sanifie Kelutsenzan epads pesera Final Feporl dan Final Meport dan
P Samm Senmmen
HekisernEEn ekrsersan
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2.2.11. Penyediaan Jasa Pengujian Hama Penyakit Ikan Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan

=

No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum a. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
b. PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan
c. Permen KP No. PER. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
d. Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan
e. Permen KP No. 43/PERMEN-KEP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
2 Persyaratan a. Mengisi formulir permohonan pengujian
Pelayanan b. Membawa sampel (contoh uji) sesuai yang dipersyaratakan
3 SIStemf a. Petugas Penerima Contoh (PPC) menerima permohonan pengujian dan contoh uji dari pelanggan serta memberikan
Mekanisme dan kepada Manajer Teknis/Manajer Mutu untuk dilakukan kaji ulang permintaan.
Prosedur b. MT/MM melakukan kaji ulang permintaan terhadap permohonan pengujian dari pelanggan, kemudian
memerintahkan kepada PPC untuk mencetak formulir laporan hasil pemeriksaan kelayakan contoh uji
c. PPC mencetak form laporan hasil pemeriksaan kelayakan dan menyerahkan formulir tersebut beserta contoh uji
kepada Tim Uji Kelayakan
d. Tim Uji Kelayakan melakukan uji kelayakan terhadap contoh uji dari pelanggan dan mengisi formulir laporan hasil
pemeriksaan kelayakan serta menyerahkannya kepada PPC.
e. PPC memberi kode, mengisi formulir distribusi dan mendistribusikan contoh uji kepada Penyelia Laboratorium
sesuai target pengujian
f. Penyelia Laboratorium menerima contoh uji beserta formulir distribusi dan kemudian mendistribusikan kepada
para Analis Laboratorium untuk dilakukan pengujian
g. Analis Laboratorium melakukan pengujian, membuat laporan hasil uji sementara (LHUS) dan menyerahkan
kepada Penyelia Laboratorium untuk diverifikasi
h. Penyelia Laboratorium melakukan verifikasi LHUS dan menyerahkan ke MT/MM untuk diverifikasi

MT/MM melakukan Verifikasi LHUS dan menyerahkan LHUS kepada Petugas Administrasi Laboratorium untuk
diterbitkan laporan hasil uji (LHU)
Petugas Administrasi Laboratorium menerbitkan LHU dan diserahkan kepada MT/MM untuk diverifikasi dan
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n.

ditandatangani

MT/MM melakukan verifikasi dan menandatangani LHU, menyerahkan kepada petugas administrasi untuk
diserahkan kepada pelanggan

Petugas Administrasi Laboratorium mengagendakan LHU, membuat surat pengantar dan menyerahkan kepada
Kepala Balai/Manajer Puncak (MP) untuk di tanda tangani

Kepala Balai/MP menandatangani surat pengantar LHU dan menyerahkan kepada petugas administrasi
laboratorium untuk di serahkan kepada pelanggan

Petugas Administrasi Laboratorium menyerahkan LHU kepada pelanggan

Jangka Waktu
Penyelesaian

Waktu pelayanan kumulatif 3 s/d 15 hari, dengan rincian waktu maksimal pengujian sebagai berikut :

S PR e a0 o

k

uji parasit 5 hari kerja,

uji bakteri mutu 14 hari kerja,
uji bakteri HPIK 10 hari, kerja
uji sekuensing 10 hari kerja,
yji jamur 10 hari kerja,

uji patologi 10 hari kerja,

uji biologi molekular 5 hari kerja,
uji kimia 10 hari kerja,

uji imunologi 5 hari kerja,

uji kualitas air 5 hari kerja,
uji organoleptik 2 hari kerja

Biaya/Tarif

Ses

uai PP 75 tahun 2015 tentang PNBP

Dapat diunduh di www.bkipm.kkp.go.id atau www.buskipm.bkipm.id

Produk
Pelayanan

Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium

Sarana,
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

a.

Sarana dan Prasarana

- Ruangan/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, customer service, Air Conditioner, Ruang
tunggu dan sarana layanan pengaduan

- Peralatan Kantor (Komputer, Printer, Filling cabinet, ATK, dll)

- Laboratorium Pengujian

- Sumber Daya Manusia yang kompeten

Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di BUSKIPM

74



http://www.bkipm.kkp.go.id/
http://www.buskipm.bkipm.id/

8 Kompetensi a. Petugas Administrasi/Operator: Dapat mengoperasionalkan komputer
Petugas b. Petugas PPC : Petugas Teknis
Pelaksana c. Tim Uji Kelayakan : Penyelia — penyelia
d. Penyelia : PHPI Ahli
e. Analis : PHPI Terampil dan Ahli
f. Manajer Teknis:
— Pendidikan minimal S1/D4;
— Telah mengikuti pelatihan :
- Teknis Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
- SNIISO/IEC 17043:2010
- Audit Internal
- Kaji Ulang Manajemen
— Telah berpengalaman sebagai Penanggungjawab laboratorium pengujian minimal 3 tahun
— Memiliki keterampilan dalam penyeliaan pengujian HPI/HPIK, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
— Memiliki keterampilan dalam pengujian atau analisa HPI/HPIK, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
9 Pengawasan a. Dilakukan oleh atasan langsung (Ka UPT KIPM)
Internal b. Dilakukan oleh Ka BKIPM
10 | Jumlah 7 (tujuh) orang dengan dibantu oleh personil pada BUSKIPM
Pelaksana
11 | Jaminan a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang
Pelayanan berkompeten di bidang tugasnya,
b. Adanya jaminan bebas dari KKN.
12 | Jaminan a. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium ditandatngani dan di stempel basah;
Keamanan b. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium berlaku valid untuk contoh uji yang diperiksa.
Produk
13 | Evaluasi Kinerja a. Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen
Pelaksana b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
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14

Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan

a. Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat

kepada :
— Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Kantor Sekretariat BKIPM, Gedung Mina bahari II Lt 6,

Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat
— Melalui Layanan Pengaduan pada web BKIPM ( http://www.bkipm.kkp.go.id)
— Dapat disampaikan melalui SMS ke nomor : 0821-18646466
— Kotak saran/pengaduan pada masing-masing UPTKIPM
b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai
berikut::
— cek administrasi
— cek data dan/atau lapangan

— koordinasi internal/eksternal, dan

— koordinasi instansi terkait

c. Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada

15

Waktu
Pelayanan

Senin-Kamis: 08.00 - 14.00 WIB
Jumat: 08.00 - 11.30 WIB
13.00 - 14.00 WIB
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FENYEDIAAMN JASA FENGUJIAN HAMA FENYAKIT IKAN KARANTIMNA TKAN DAN MUTU HASIL PERIKANAN
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2.2.12. Penyediaan Bahan Uji Kontrol Positif (Pembanding)
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum a. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
b. PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan
c. Permen KP No. PER. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
d. Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan
e. Permen KP No. 43/PERMEN-KEP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
2 Persyaratan a. Surat Permohonan (perorangan/lembaga);
Pelayanan b. Persetujuan dokumen Material Transfer Agreement (MTA)
3 Sistem, Petugas administrasi menerima permohonan permintaan bahan uji kontrol positif dan menyampaikan kepada
Mekanisme dan Kepala BUSKIPM
Prosedur b. Kepala BUSKIPM melakukan disposisi surat permintaan kepada Kasie Pengujian untuk memverifikasi
ketersediaan bahan uji kontrol positif
c. Kasie Pengujian melakukan verifikasi ketersediaan bahan uji kontrol positif dan memerintahkan Manajer Teknis
(MT) untuk melakukan kaji ulang permintaan
d. MT melakukan kaji ulang permintaan, menyiapkan Material Transfer Agreement (MTA) dan memberikan disposisi
kepada penanggung jawab koleksi untuk menyiapkan bahan uji kontrol positif
e. Penanggungjawab koleksi menerima disposisi dari MT dan menyiapkan koleksi dan surat keterangan bahan uji
kontrol positif
f.  MT melakukan verifikasi terhadap surat keterangan bahan uji kontrol positif, MTA dan menyerahkan kepada
Kasie Pengujian
g. Kasie Pengujian menandatangani surat keterangan bahan uji kontrol positif dan memverifikasi MTA
h. Petugas administrasi menerima bahan uji kontrol positif, MTA dan surat keterangan, serta membuat surat
pengantar bahanuji kontrol positif untuk ditandatangani Kepala BUSKIPM
i. Kepala BUSKIPM menandatangani surat pengantar bahan uji kontrol positif
j- Petugas administrasi menerima surat pengantar, bahan acuan beserta surat keterangannya dan MTA, kemudian
menyerahkan kepada pelanggan.
4 Jangka Waktu 1 (satu) hari kerja
Penyelesaian
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Biaya/Tarif Bahan acuan :
a. Liquid Drying (Basah Beku) per penyakit : Rp 500.000
b. Freeze Drying (Kering Beku) per penyakit : Rp 500.000
c. Preparat (Histo/Parasit) per penyakit : Rp 100.000
d. Plasmid DNA per isolat : Rp 500.000
e. Cytopathic Effect (CPE) Virus per flask : Rp 500.000
Sesuai PP 75 tahun 2015 tentang PNBP, Dapat diunduh di www.bkipm.kkp.go.id atau www.buskipm.bkipm.id
Produk a. Isolat kelompok bakteri HPI/HPIK
Pelayanan b. Isolat kelompok bakteri pencemar mutu hasil perikanan
c. Isolat kelompok jamur HPI/HPIK
d. Isolat kelompok Jamur mutu hasil perikanan
e. Preparat Histologi
f. Preparat Parasit
g. Isolat virus dalam sel
h. Plasmid DNA Virus
Sarana, a. Sarana dan Prasarana
Prasarana - Ruangan/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, customer service, Air Conditioner, ruang
dan/atau tunggu dan sarana layanan pengaduan
Fasilitas - Peralatan Kantor (Komputer, Printer, Filling cabinet, ATK, dll)
- Kontrol positif
- Laboratorium Pengujian
- Sumber Daya Manusia yang kompeten
b. Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di BUSKIPM
Kompetensi a. Petugas Administrasi/Operator: Dapat mengoperasionalkan komputer
Petugas b. Penanggungjawab/Petugas Koleksi : PHPI Terampil dan PHPI Ahli
Pelaksana c. Manajer Teknis

Pendidikan minimal S1/D4;

— Telah mengikuti pelatihan :

- Teknis Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

- SNIISO/IEC 17043:2010

- Audit Internal

- Kaji Ulang Manajemen

Telah berpengalaman sebagai Penanggungjawab laboratorium pengujian minimal 3 tahun

Memiliki keterampilan dalam penyeliaan pengujian HPI/HPIK, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Memiliki keterampilan dalam pengujian atau analisa HPI/HPIK, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
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9 Pengawasan a. Dilakukan oleh atasan langsung (Ka UPT KIPM)
Internal b. Dilakukan oleh Ka BKIPM
10 | Jumlah S (lima) orang dengan dibantu oleh personil pada UPT KIPM
Pelaksana
11 | Jaminan a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang
Pelayanan berkompeten di bidang tugasnya,
b. Adanya jaminan bebas dari KKN.
12 | Jaminan Isolat, preparat dan plasmid DNA kontrol uji bebas kontaminasi
Keamanan
Produk
13 | Evaluasi Kinerja a. Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen
Pelaksana b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
14 | Penanganan a. Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui
Pengaduan, surat kepada :
Saran dan — Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Kantor Sekretariat BKIPM, Gedung Mina bahari II Lt 6, Jl. Medan
Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat
Masukan — Melalui Layanan Pengaduan pada web BKIPM ( http://www.bkipm.kkp.go.id)
— Dapat disampaikan melalui SMS ke nomor : 0821-18646466
— Kotak saran/pengaduan pada masing-masing UPTKIPM
b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai
berikut::
— cek administrasi
— cek data dan/atau lapangan
— koordinasi internal/eksternal, dan
— koordinasi instansi terkait
c. Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada
15 | Waktu Senin-Kamis: 08.00 - 14.00 WIB
Pelayanan Jumat: 08.00 - 11.30 WIB

13.00 - 14.00 WIB
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PENYEDIAAN BAHAN Ul KONTROL POSITIF (PEMBANDING)

M. Falaisana Mutu Baiu
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BAB III

VISI, MISI DAN MAKLUMAT PELAYANAN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai fungsinya, pelayanan
publik di lingkup BKIPM dan UPT BKIPM mengacu pada;

3.1.

3.2.

VISI
“ Hasil Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman dan Terpercaya “
VISI sebagaimana tersebut diatas bermakna;

Hasil perikanan mengandung arti semua produk yang dihasilkan dari
kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya ikan.

Ikan mengandung arti segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian
dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi
mengandung arti hasil perikanaan yang bebas hama penyakit ikan
karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan
standar yang ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang batas yang
dapat membahayaan manusia (Aman konsumsi) serta tidak merusak
kelangsungan sumberdaya hayati ikan (Aman lingkungan).

Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan
karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan,
merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar
nasional dan internasional.

MISI

Sesuai dengan 3 (tiga) pilar pembangunan KKP yakni Kedaulatan
(Sovereignty),  Keberlanjutan  (Sustainability) dan  Kesejahteraan
(Prosperity), misi BKIPM yaitu:

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui
penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.

2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang
berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina
(HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.

3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera,

maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta
budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.
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3.3. MOTO PELAYANAN

3.4.

a.
b.
C.

Tanggap
Santun
Cermat

d. Tegas

€.

Adil

PENYUSUNAN MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban
penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar
Pelayanan.

Hal-hal yang dimuat di dalam Maklumat Pelayanan yakni:

1.

2.

Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan
sesuai dengan Standar Pelayanan;

Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan
melakukan perbaikan secara terus menerus;

. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan

kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai Standar.

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN

PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN, MEMBERIKAN PELAYANAN

SESUAI DENGAN KEWAJIBAN, DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA
TERUS MENERUS, SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU
MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN

TIDAK SESUAI STANDAR.”

Jakarta, ....o.oveveevrvierins

Pimpinan Penyelenggara/Unit Pelayanan
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3.5.

3.6.

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

Penetapan Maklumat Pelayanan dilakukan dengan melibatkan peran
serta masyarakat pengguna layanan dan para pemangku kepentingan
layanan (secara partisipatif), dengan tujuan untuk membangun
kesepakatan dan kompromi, antara harapan masyarakat dengan
kesanggupan penyelenggara pelayanan. Adapun tahapan penetapan
Maklumat Pelayanan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan forum konsultasi publik, Focus Group Discussion
(FGD), dan dengar pendapat (public hearing);

2. Menyusun Berita Acara Pembahasan yang berisi berbagai masukan,
saran, pendapat dan masukan dari masyarakat. Dokumen ini
selanjutnya menjadi dasar penetapan Standar Pelayanan dan
Maklumat Pelayanan.

PUBLIKASI MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan dipublikasikan melalui berbagai media/saluran
komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat, yakni; website
BKIPM, pencetakan brosur/leaflet, pemasangan pamflet di ruang
tunggu pelayanan dan lain sebagainya.
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4.1.

4.2.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Sekretariat, Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan, Pusat
Sertifikasi Mutu dan Pusat Standardisasi, Kepatuhan dan Kerjasama
BKIPM melakukan pembinaan teknis atas penerapan Standar
Pelayanan. Kepala BKIPM dapat mendelegasikan tugas pembinaan
kepada kepala Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis KIPM.
Kepala satuan kerja dan unit pelaksana teknis KIPM melakukan
pengawasan teknis terhadap penerapan dan pencapaian Standar
Pelayanan Publik BKIPM di masing-masing satuan kerja atau unit
pelaksana teknis KIPM dan berkewajiban menyampaikan laporan
secara berkala kepada Kepala Badan.

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksana pelayanan Karantina lkan dan Mutu Hasil Perikanan terdiri
dari pejabat dan/atau pegawai di Satuan Kerja Pusat dan Unit
Pelaksana Teknis lingkungan BKIPM yang bertugas melaksanakan
tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan.

Dalam pemberian pelayanan, pelaksana layanan KIPM memiliki hak
untuk memberikan pelayanan tanpa ada hambatan pihak lain yang
bukan tugasnya; menolak permintaan pelayanan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan; dan melakukan pembelaan
terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kewajiban yang diembankan kepada pelaksana layanan antara lain
adalah melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas yang
ditetapkan; memberikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
memenuhi panggilan untuk hadir atas permintaan pejabat yang
berwenang; memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan
diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan melakukan evaluasi dan membuat laporan
keuangan dan kinerja kepada Penyelenggara secara berkala.
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Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan karantina ikan dan mutu hasil
perikanan oleh satuan kerja pusat dan unit pelaksana teknis lingkup
BKIPM dilakukan melalui penilaian hasil penyelenggaraan pelayanan
yang dilaksanakan oleh penyelenggara sendiri bersama dengan pihak
terkait yang ditetapkan berdasarkan kebijakan pimpinan, atau oleh
pihak lain atas permintaan penyelenggara untuk mengetahui gambaran
pelayanan dengan menggunakan mekanisme penilaian tertentu. BKIPM
melalui Kepala Badan menetapkan tim yang bertugas untuk
mengevaluasi kinerja penerapan Standar Pelayanan BKIPM.

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui komitmen pelaksana
layanan dalam mendukung keberhasilan pencapaian dan dampak
pelayanan yang diselenggarakan. Jika hasil evaluasi menyatakan
terdapat kekurangan sesuai Standar Pelayanan KIPM, maka BKIPM
harus menindaklanjuti sehingga penerapan Standar Pelayanan BKIPM
dapat berjalan sesuai ketentuan.

Pelaksanaan penilaian kinerja pelaksana layanan karantina ikan dan
mutu hasil perikanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) sesuai dengan Standar Pelayanan BKIPM.

Mekanisme pelaksanaan evaluasi meliputi :

a. Waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala oleh Tim
Pelaksana Pelayanan Publik paling lambat 1 tahun sekali; Metode
evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil
evaluasi dengan rumusan Standar Pelayanan untuk memperoleh
kesimpulan tentang keberhasilan kinerja pelaksana pelayanan;

b. Evaluasi harus melibatkan para stakeholder, khususnya penerima
layanan;

c. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka
penyempurnaan Standar Pelayanan BKIPM, sekaligus untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik.
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BAB V

PENUTUP

Standar Pelayanan berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan
pelayanan publik di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu
dan keamanan hasil perikanan. Standar Pelayanan akan menjadi
pedoman bagi setiap unit pelayanan di lingkup BKIPM maupun
masyarakat pengguna layanan untuk memonitor dan mengevaluasi
kinerja penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan secara efektif,
efisien, transparan, akuntabel, dan berkepastian.

BKIPM menetapkan Standar Pelayanan tersebut untuk menjamin
standarisasi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada setiap
satuan kerja ataupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik yang berada di
pusat maupun daerah. Keberadaan Standar Pelayanan dan Maklumat
Pelayanan hendaknya dapat menjadikan setiap Satuan Kerja atau UPT
di lingkup BKIPM dapat memberikan kemudahan layanan, serta
menjamin  terselenggaranya = pelayanan = perkarantinaan  ikan,
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang dengan baik
kepada setiap warga negara Indonesia tanpa diskriminasi.

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,

ttd.

RINA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
Kerja Sama, dan Humas
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